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ABSTRAK 
Abdul Rahman, NIM E1 11 11 282 ,Peran Wahdah Islamiyah dalam 
penguatan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Mattiro Sompe 
Kabupaten Pinrang. Dibawah bimbingan M.Kausar Bailusy. Dan A. Ali 
Armunanto. 
 
Wadah Islamiyah merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di 
bidang Dakwah dan dalam struktur keorganisasian tidak terdapat 
departemen yang membahas tentang Politik akan tetap iWahdahI 
slamiyah mampu memiliki peran politik seperti Kelompok kepentingan 
dan mengetahui bagaiman cara untuk mempengaruhi perilaku pemilih 
dalam pilkada, 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran 
Wahdah Islamiyah dalam penguatan partisipasi politik masyarakat di  
Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang, dengan mengunakan 
teori kelompok kepentingan dan melakukan dasar peneletian kualitatif . 
Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang 
dianggap memahami Peran Wahdah Islamiyah dalam penguatan 
partisipasi politik serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis 
seperti data - data dari instansi terkait. 
 
Hasil penelitian mendeskripsikan tentang Wahdah Islamiyah sebagai 
kelompok kepentingan dapat mempengaruhi perilaku pemilih melalui 
Dakwah, tarbiyah dan program sosial, dalam proses menghimpun 
masyarakat untuk mendukung suatu calon pemimpin Wahdah Islamiyah 
berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dan 
mensosialisasikan tentang calon yang mereka dukung dengan melaui 
Dakwah , sealin itu Wahdah Islamiyah juga melakukan aksisosial kepada 
masyarakat sekitar sehingga Wahdah Islamiyah bisa menjadi 
kepercayaan masyarakat dalam menentukan pemimpin yang amanah, 
dan tidak melenceng dari syariah Islam 
 
Kata kunci :Kelompok Kepentingan ,Wahdah Islamiyah , Pilkada 
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ABSTRACT 
 
Abdul Rahman, NIM E1 11 11 282, Wahdah Islamiyah's role in 
strengthening community participation in Mattiro Sompe Sub-district 
Pinrang District. Under the guidance of M. Kausar Bailusy. And A. Ali 
Armunanto. 
 
Wadah Islamiyah is a community organization engaged in Da'wah and in 
organizational structure no department that discusses about politics will 
remain iWahdahI slamiyah able to have political role like interest group 
and look for ways to influence behavior in elections. 
 
This study aims to describe and analyze the role of Wahdah Islamiyah in 
strengthening community participation in Mattiro Sompe Subdistrict 
Pinrang Regency, using the theory of interest groups and perform the 
basis of qualitative research. The data were collected by interviewing the 
key informants absorbed. Wahdah Islamiyah in strengthening political 
participation and equip it with some references such as data - data from 
relevant agencies .  
 
The result of research describing Wahdah Islamiyah as interest group 
can influence the behavior through Da'wah, tarbiyah and social program, 
in the process of gathering the community to support a candidate leader 
Wahdah Islamiyah role as a reservoir of community aspiration and 
socialize about candidate that they support by passing Da'wah, sealin it 
Wahdah Islamiyah also do aksisosial to the community around so that 
Wahdah Islamiyah can be a public confidence in determining a trustful 
leader, and not deviated from Islamic syariah. 
 
Keywords: Interest Groups, Wahdah Islamiyah, Pilkada 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Organisasi adalah sekumpulan orang yang bekerja sama untuk 
mencapai tujuan bersama. Pengertian organisasi berbeda 
dengan pengertian kelompok, akan tetapi apabila bila dilihat dari alasan 
atau sebab sebab orang berkelompok, maka apabila memiliki tujuan 
bersama maka kelompok tersebut akan bekerja sama untuk tujuan 
tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Chester J. Bernard bahwa 
pengertian organisasi adalah kerja sama dua orang atau lebih, suatu 
sistem dari aktivitas aktivitas (System from all activity) atau kekuatan 
kekuatan (Strength) perorangan yang dikoordinasikan secara sadar.  
Pengertian organisasi yang dikembangkan oleh Chester ini 
menekankan pada bagian koordinasi dan sadar yang memiliki sistem. Hal 
tersebut wajar dikarenakan tujuan bersama yang dibuat oleh setiap 
anggota organisasi haruslah secara sadar kritis terbangun dalam visi misi 
organisasi. 
Wahdah Islamiyah sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan 
yang diawali dengan anggota yang terbatas dikalangan pelajar dan 
mahasiswa   bergerak dibidang dakwah dan bertanggungjawab terhadap 
proses perubahan masyarakat dengan menempatkan diri sebagai motor 
penggerak perubahan sekaligus sebagai pelayan masyarakat. Kerjasama 
dan partisipasi warga Wahdah Islamiyah dalam bergotong royong dalam 
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menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan menyiapkan tenaga 
dalam proses pendidikan itu sendiri,  menunjukkan adanya suatu bentuk 
akan peran modal sosial.  
 Wahdah Islamiyah bertanggungjawab atas terwujudnya proses 
perubahan sumber daya manusia yang berkualitas. Wahdah Islamiyah 
memiliki beberapa fungsi yang teralokasi kepada beberapa departemen. 
Secara operasional program-program Wahdah Islamiyah Pinrang 
memilik 16 departemen /lembaga yaitu: Departemen Dakwah, 
Departemen Kaderisasi, Departemen Pendidikan, Lembaga Pernikahan 
dan Pembinaan Keluarga Sakinah, Lembaga Pembinaan dan 
Pengembangan Pendidikan Al-Qur’an, Departemen Ekonomi, Lembaga 
Amal Zakat - Infaq dan Shadaqah, Departemen Informasi dan 
Komunikasi, Lembaga Wakaf, Perencanaan dan Pembangunan, 
Departemen Sosial, dan Lembaga Muslimah. 
 Sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di 
Kabupaten Pinrang Wahdah Islamiyah merupakan wadah bagi individu 
sebagai wujud realisasi dari lembaga yang mapan dan mampu memulai 
gerak perubahan terhadap lingkungannya. Orang-orang yang tergabung 
dalam pranata organisasi Wahdah Islamiyah telah merajut sebuah 
jaringan sosial diantara mereka dan dengan warga lainnya yang ada di 
luar mereka. Di dalam pranata (organisasi Wahdah Islamiyah) mereka 
terikat oleh seperangkat nilai-nilai bersama, aturan-aturan dan norma-
norma yang menjadi acuan dalam segala aspek kehidupan. Keikhlasan 
3 
 
dan kerelaan masing-masing pihak mengambil bagian dalam partisipasi 
dan gotong royong didorong oleh rasa memiliki dan tanggung jawab 
terhadap organisasi. Kader Wahdah Islamiyah telah memahami bentuk 
doktrin tentang semua pekerjaan dalam segala sendi kehidupan adalah 
wujud pengabdian diri kepada Allah yang hanya mengharapkan balasan 
di akhirat. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat 
mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan 
sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai 
faktor penentu keberhasilan pembangunan, kualitas sumber daya 
manusia ditingkatkan melalui  berbagai program pendidikan yang 
dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan 
yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 
dilandasi keimanan dan ketakwaan. Pendidikan memberikan kontribusi 
yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan 
sarana dalam watak bangsa (Nation Character Building). Masyarakat 
yang cerdas akan memberi nuansa kehidupan yang cerdas pula dan 
secara progresif akan membentuk kemandirian.  
Hal menaik lainya dari Wahdah Islamiya Meskipun didalam 
Wahdah Islamiyah tidak memiliki Departemen yang berhubungan 
langsung dengan Politik, atau hal berkaitan politik akan tetapi Wahdah 
Islamiyah juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik contoh kecil 
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dalam hal menyalurkan hak suaranya. Wahdah Islamiyah sadar akan 
pentingnya memilih karena hal tersebut dapat berperan penting dalam 
nasib masa depang daerah bahkan Negara, maka dari itu Wahdah 
Islamiyah ikut serta dalam kegiatan politik, dan selain memilih Wahdah 
Islamiyah juga turut serta dalam mengkampanyekan calon yang menurut 
mereka pantas atau layak untuk menjadi wakil rakyat atau pemimpin 
rakyat. 
Dimata para calon mendapatkan dukungan dari Wahdah 
Islamiyah merupakan suatu langkah yang sangat menjanjikan karena 
hampir disemua daerah di kabupaten pinrang terdapat kader Wahdah 
Islamiyah yang berperan penting dalam meningkatkan moral dan 
ketakwaan keimanan masyarakat dengan cara berdakwah dan 
mendirikan sekolah yang berbasis Keagamaan. 
Tabel 1.1 kegiatan pendidikan Wahdah Islamiyah di Kab.Pinrang 
No Nama kegiatan Jumlah 
pengajar 
Jumlah 
peserta  
Lokasi 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
Kelompok Bermain Al 
Ikhlas 
TK Islam Terpadu Al 
Ikhlas 
TK Islam Terpadu Ibnu 
Affan 
TK Islam Terpadu 
Raudhatul Islam 
SD Islam Terpadu Al 
Ikhlas 
SMP Islam Terpadu Al 
Ikhlas 
 
Pesantren Tahfidzul 
2 Org 
 
7 Org 
 
1 Org 
 
1 Org 
 
17 Org 
 
- 
 
 
4 Org 
25 Org 
 
87 Org 
 
10 Org 
 
13 Org 
 
283 Org 
 
- 
 
 
28 Org 
Kec. Paleteang 
 
Kec. Paleteang 
 
Kec. Paleteang 
 
Kec. Mattirobulu 
 
Kec. Paleteang 
 
Sementara 
Pembangunan 
 
Kec. Mattirobulu 
5 
 
 
8 
9 
10 
11 
Quran Shohwatul 
Ummah 
Majelis Ta’lim masjid 
Khutbah 
TK/TPA 
Tarbiyah 
 
25 Org 
25 Org 
36 Org 
45 Org 
 
 
6 masjid 
32 
masjid 
600 Org 
741 Org 
 
12 Kecamatan  
6 Kecamatan 
12 Kecamatan 
12 Kecamatan 
Sumber : Tesis Muhtar 2015 diolah oleh peneliti 2017 
 Hal diatas menjadi Wahdah Islamiyah cukup menjanjikan dalam 
proses pemilihan umum.  Dengan potensi – potensi tersebut Wahdah 
Islamiyah sadar akan pentingnya ikut serta dalam proses perpolitikan Di 
Kab.Pinrang, maka dari itu untuk menentukan calon yang akan didukung 
Para petinggi – petinggi, Wahdah Islamiyah harus memikirkan matang – 
matang karena calon yang terpilih akan berperan penting dalam 
perkembangan suatu daerah bahkan negara. 
 Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 dan salah satunya Kecamatan 
Mattiro Sompe, Kecamatan ini terdiri dari 7 Desa dan 2 Kelurahan yang 
memiliki 27.709 penduduk jiwa dan 150 diantaranya merupakan kader 
Wahdah Islamiyah yang tersebar di Seluruh Desa dan Kelurahan Di 
Mattiro Sompe, dari 150 kader tersebut memiliki peran aktif dalam 
mengajak dan mengajarkan tentang agama Islam sesuai dengan syariah 
atau ketentuan yang benar menurut Al qur-an dan Hadiz.1 
 Meskipun dengan jumlah kader yang tidak terlalu banyak itu tetapi 
dapat memiliki dampak yang cukup besar dalam kehidupan 
bermasyarakat Di Kecamatan Mattiro Sompe dan setiap kader yang 
tersebar di 7 Desa dan 2 Kelurahan tersebut dapat menjadi motor 
                                                 
1 St. Ida Nasir kader Wahdah Islamiyah kabupaten pinrang, 17 Mei 2017 
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pengerak dalam program kerja desa maupun program kerja dari Wahdah 
Itu sendiri, selain itu kader tersebut juga memiliki peran penting dalam 
proses perpolitikan Di Kecamatan tersebut. 
Pada dasarnya kampanye politik adalah cara yang digunakan 
para warga negara dalam demokrasi untuk menentukan siapa yang akan 
memerintah mereka (Arnold Steiberg). Wahda Islamiyah dalam aksi 
politiknya saat pemilihan umum yaitu dengan ikut serta dalam kampanye 
seperti membuat pamplet dan membagikan brosur dan kartu nama 
calon.   
 Wahdah Islamiyah sebagai kelompok kepentingan yang memiliki 
tujuan untuk menyebarakan dan mengajarkan  agamaIslam di seluruh 
Kabupaten Pinrang. Apalagi ditambah dengan kegiatan – kegiatan 
Wahdah Islamiyah berkaitan atau berhubungan langsung dengan warga 
sekitar yang dapat menimbulkan rasa atau meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada Wahdah Islamiya bahwa organisasi ini merupakan 
organisasi yang pro terhadap rakyat dan dapat menjadikan masyarakat 
atau warga sekitar kembali kejalan yang benar menurut sang pencipta. 
Berdasarkan dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang : Peran Wahdah Islamiyah dalam 
Penguatan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kec. Mattiro Sompe  
Kabupaten Pinrang  
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembahasan diatas maka penelitian ini akan berfokus pada  
1.  Peran Politik Wahdah Islamiyah sebagai kelompok kepentingan? 
2. Bagaimana Wahdah Islamiyah Mempengaruhi pemilih dalam 
Pilkada? 
C. Tujuan Masalah 
Penulis bertujuan untuk: 
1. Menjelaskan Peran politik Wahdah Islamiyah sebagai Kelompok 
Kepentingan. 
2. Mengetahui bagaimana Wahdah Islamiyah mempengaruhi pemilih 
dalam Pilkada 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan untuk : 
1. Memberikan sumbangan secara ilmiah dan akademis terhadap 
pengembangan teori politik islam terkait gerakan politik islam 
2. Memperkaya materi mengenai gerakan islam yang bersifat politik 
dengan perspektif politik islam 
3. Memperkenalkan gerakan Wahdah Islamiyah sebagai kelompok 
kepentingan 
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BAB II 
Tinjauan Pustaka 
A. Kelompok Kepentingan 
Setiap sistem politik mempunyai cara-cara tertentu di dalam 
merumuskan dan menanggapi tuntutan-tuntutan ataupun kepentingan-
kepentingan yang datang dari masyarakatnya. Individu atau sekelompok 
individu di dalam masyarakat untuk menyalurkan kepentingan-
kepentingannya kepada badan-badan politik atau pemerintah, antara lain 
melalui kelompok-kelmpok yang mereka bentuk bersama. 
 Di dalam setiap masyarakat, sekelompok individu untuk 
menyalurkan atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya 
mungkin sekali melalui struktur dan cara yang berbeda dengan cara yang 
ditempuh oleh sekelompok individu yang lainnya. 
 Salah satu struktur yang menyalurkan atau mengartikulasikan 
kepentingan-kepentingan sekelompok individu tadi adalah kelompok 
kepentingan atau sering pula dikenal dengan sebutan interest group. 
Beberapa definisi disampaikan sebagi berikut: 
1. David B. Truman, kelompok kepentingan adalah kelompok 
pembagi sikap yang membuat klaim-klaim tertentu atas kelompok-
kelompok dalam masyarakat dengan tindakan-tindakan tertentu 
terhadap instansi-insatnsi pemerintah. 
2. Ramlan Surbakti, kelompok kepentingan ialah sejumlah orang 
yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan 
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yang sepakat mengkoordinasikan diri untuk melindungi dan 
mencapai tujuan. 
3. Gabriel A. Almond, kelompok kepentingan adalah setiap 
organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan 
pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak 
memperoleh jabatan publik. 
4. J. Denis Debyshire, kelompok kepentingan adalah suatu 
organisasi yang didirikan untuk mewakili, mempromosikan dan 
mempertahankan sebuah kepentingan tertentu atau sekumpulan 
kepentingan. 
5. Kay Lawson, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang 
tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah, 
dengan meyakinkan orang-orang yang memiliki posisi dalam 
pemerintahan, agar bertindak sesuai dengan kepentingan-
kepentingan kelompok. 
Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh sejumlah sarjana ilmu 
politik tersebut, bisa ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 
1. setiap kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang yang 
mengkoordinasikan dirinya atas nama satu atau lebih kepentingan 
tertentu yang diperjuangkan 
2. adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang 
untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama 
tertentu. 
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3. setiap aktivitas kelompok kepentingan, selalu bergandengan 
dengan isu kebijakan publik yang ditujukan untuk mempengaruhi 
kebijakan pemerintah. Jadi keberadaan kelompok kepentingan, 
otomatis dengan eksistensi suatu pemerintahan dalam sistem 
politik. 
4. setiap aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan, akan 
mengatasnamakan masyarakat, mengingat fungsinya sebagi 
artikulator (mengartikulasikan) atau pemilah kepentingan-
kepentingan dalam masyarakat mengubahnya menjadi tuntutan-
tuntutan yang akan ditujukan pada pemerintah, atau melalui 
lembaga lain seperti partai politik. 
5. aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh 
jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik atau 
berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 
6. adanya berbagai variasi atau tipe kelompok kepentingan, artinya 
tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan 
karakteristik keorganisasian dari kelompok kepentingan. 
Jadi pada hakekatnya yang dimaksud dengan kelompok 
kepentingan adalah merupakan suatu organisasi yang terdiri dari 
sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-
tujuan, keinginan-keinginan yang sama, dan mereka melakukan 
kerjasama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi 
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mencapai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-
keinginannya tadi. 
Kadang-kadang istilah “pressure group” atau kelompok penekan 
sering dipergunakan untuk menyebut kelompok kepentingan. Hal ini 
terjadi dikarenakan kelompok kepentingan muncul untuk menekan 
pemerintah. Akan tetapi istilah kelompok kepentingan tetap lebih baik 
dipergunakan daripada istilah kelompok penekan, Karena dasar dari 
pada organisasi atau yang mendasari kerja sama dalam keleompok itu 
adalah adanya kepentingan-kepentingan yang sama di antara anggota-
anggotanya; dikatakan pula peran politik dari kelompok ini hanya bersifat 
kadang-kadang saja; dan juga dikarenakan kata atau istilah penekan 
tidak tepat untuk menggambarkan taktik politiknya. 
A.1 Perbedaan kelompok Kepentingan dengan Partai Politik 
Melihat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh kelompok 
kepentingan sebenarnya terdapat kemiripan dengan partai politik, 
terutama dari aktivitasnya yang selalu berusaha berhadapan dengan 
pemerintah, dalam hal mempengaruhi kebijakan yang diambil 
pemerintah.Terdapat tiga perbedaan yang mendasar antara kelompok 
kepentingan dan partai politik menurut Roskin; 
1. Goals (tujuan) 
Aktivitas-aktivitas parati politik ditujukan untuk mendapatkan 
kekuasaan melalui pemilihan umum. Kelompok kepentingan 
memiliki tujuan yang lebih memperhatikan program-program isu-isu 
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spesifik dan juga tidak terwakili dalam struktur di formal 
pemerintahan. Kelompok kepentingan berupaya untuk 
mengendalikan partai politik dan pejabat-pejabat yang dipilih 
melalui pemilu agar kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai 
dengan kepentinganya. Sehingga bukan tidak mungkin, kelompok 
kepentingan akan mendukung partai politik yang memiliki isu-isu 
sebagai kebijakan yang diperjuangkan partai, tentunya yang sesuai 
dengan isu dan kepentingan yang diperjuangkan kelompok 
kepentingan.   
2. Nature of Membership (akar keanggotaan) 
Keanggotaan parati politik sanagt umum dan bervariasi, 
terdiri dari banyak kalangan dengan berbagai identitas sosial yang 
memiliki kesamaan visi dan misi dengan partai politik. Kelompok 
kepentingan memiliki mekanisme keanggotaan yang lebih selektif 
berdasarkan identitasnya, maka mayoritas pendukung kelompok 
kepentingan relatif sama dalam hal kepentingan yang menajdi isu 
pergerakan. 
3. Almost Unlimited Number (jumlah yang hampir tidak terbatas) 
Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan, maka akan 
muncul sejumlah partai politik yang mendapatkan posisi dalam 
struktur formal pemerintahan. Posisi ini merupakan hasil dari suara 
yang didapat partai politik dari rakyat yang memilihnya. Jumlah ini 
tentunya terrbatas, mungkin bisa dihitung dengan jari jumlah partai 
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politik yang terseleksi mendapat dukungan dari rakyat, hingga 
jumlahnya lebih terbatas. Tidak demikian dengan kelompok 
kepentingan, karena tidak memiliki batas fungsional yang 
ditentukan pemilih. Jumlah kelompok kepentingan, semakin banyak 
tatkala pembangunan di segala bidang yang dilakukan sebuah 
negara memunculkan banyak implikasi, bisa bertentangan atau 
seragam dengan kepentingan rakyat.     
A.2 Fungsi utama kelompok kepentingan 
Menurut Gabriel A. Almond, yang menekankan pada aspek 
struktur dan fungsi komponen-komponen dalam sistem politik. Kelompok 
kepentingan merupakan salah satu dari struktur politik yang terdapat 
dalam sistem politik, sebagai bagian dari infrastruktur politik. Fungsi 
utama kelompok kepentingan yaitu melakukan artikulasi politik 
Artikulasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan dalam 
proses pembuatan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat kegiatan 
penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat 
yang akan diubah menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Fungsi ini 
dijalankan oleh kelompok kepentingan, yang nantinya akan disampaikan 
kepada partai politik agar diperjuangkan sampai ketingkat suprastruktur 
politik dan menjadi kebijakan yang akan diimplemetasikan. Fungsi ini 
dilakukan secara terus-menerus selama pemerintahan ada dan 
melakukan berbagai aktifitas, yang singkron dengan adanya berbagai 
kepentingan yang beragam dalam masyarakat.  
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  Kelompok Anomik adalah, sebuah kelompok yang terbentuk 
secara tiba tiba dan sama sekali tidak terorganisir, terlihat kelompok ini 
tidak jelas  dalam pengorganisasian kelompoknya. Karena memang 
kelompok Anomik ini tidak memiliki struktur, platform, dan tujuan yang 
jelas juga berkesinambungan. Kelompok ini bergerak hanya sesekali 
dalam menyuarakan kepentingannya dan setelah itu pergi entah kemana 
bak angin lalu. Kelompok anomik ini dalam aksinya kerap menggunakan 
cara yang non konvensional dan sering terlibat dalam masalah kekerasan. 
Dapat dikatakan begitulah ciri khas yang sangat membedakan kelompok 
Anomik ini. 
Sulit bagi mereka untuk mencapai para penguasa dalam 
melancarkan kepentingannya, karna menurut saya cara non konvensional 
tidak efektif pada kancah perpolitikan hari ini. Cara - cara yang kekerasan 
dapat dilakukan bila menempuh jalan yang konvensional sudah tidak 
dapat di teruskan lagi. Atau cara kekerasan dapat dilakukan hanya untuk 
menggalang semangat pada awal awal pergerakan, tetapi setelahnya cara 
yang sesuai prosedur atau konvensional lah yang sekiranya lebih efektif. 
            Namun dalam realitanya harus di waspadai, walaupun kelompok 
ini terkesan tidak terorganisir kerap ditemukan kelompok ini merupakan 
kelompok yang direncanakan secara teliti olehkepentingan yang 
terorganisir.2Misal kelompok seperti ini pada lapangan seperti kesatuan 
yang terbentuk secara mendadak dari para mesyarakat suatu daerah 
                                                 
2Gabriel A.Almond, Kelompok Kepentingan dan Partai Politik,h,55. 
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yang ingin di gusur tanahnya atau kelompok pedagang kaki lima yang 
mendadak berteriak menuntut lahan penjualannya karena ditertibkan oleh 
Satuan Ketertiban karena berjualan di trotoar atau bahu jalanan. Mereka 
terbentuk karena merasa memeliki persamaan nasib yang pada kala itu 
mereka derita. 
            Kelompok Assosiasional adalah kelompok yang di dalamnya 
diorganisir oleh kelompok kelompok agama, serikat dagang atau 
kumpulan usahawan. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan 
dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staff profesional yang 
bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan 
kepentingan tuntutan. Studi studi menunukan bahwa kelompok 
kepentingan ini bila di ijinkan untuk berkembang cenderung untuk 
menentukan perkembangan dari jenis jenis kelompok lain. Lebih di atas 
dari non assosiasional dan taktiknya di akui sah dalam masyarakat.3 
             Kelompok Non Assosiasional adalah kelompok yang dapat 
dikatakan hampir mirip dengan kelompok Anomik, mereka juga terbentuk 
tidak secara terorganisis, namun kegiatan mereka masih dapat di katakan 
berkala dalam menyuarakan kepentingan. Mereka biasanya mempunyai 
momen tersendiri kapan merekan harus tampil. Karena biasanya 
kelompok ini berisi sekelompok persatuan agamawan, tuan - tuan tanah 
ataupun keluarga - keluarga kaya yang berpengaruh dalan suatu daerah. 
            
                                                 
3Gabriel A.Almond, Kelompok Kepentingan dan Partai Politik,h,56 
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Kelompok Institusional, di tinjau dari jenisnya saja sudahlah jelas 
bahwa kelompok ini adala kelompok formal, terorganisir, legal dan 
mempunyai undang - undang yang jelas. Dapat secara sederhana di 
katakan adalah lawan dari kelompok Anomik. Kelompok ini bersifat formal 
dan memiliki fungsi fungsi politik atau sosial lain disamping kepentingan. 
            Bila kelompok institusional sangat berpengaruh, biasanya dari 
basis organisasinya yang kuat.militer, kelompok birokrat dan pemimpin 
pemimpin partai sangat dominan. Dimana kelompok assosiasional sangat 
terbatas jumlahnya atau tidak efektif.4 Kelompok ini dalam menjalankan 
tindak tanduknya sudah pasti menggunaka cara-  cara yang konvensional 
atau sesuai dengan sistem yang ada, tidak seperti kelompok Anomik yng 
menggunakan cara non konvensional seperti kekerasan dan sebagainya. 
            Itulah beberapa pengaian kelompok - kelompok kepentingan yang 
di bagi oleh Almond dalam lingkungan sosial. Dalam pembagian 
Kelompok kelompok di atas, mereka memiliki gaya, cara dan pandangan 
yang berbeda dalam menyuarakan kepentingannya. Jadi wajar bila 
terkadang masing masing kelompok kepentingan di atas terkesan berbeda 
cara dalam bermanuver. 
A.3. Strategi kelompok kepentingan 
Usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkannya kelompok 
kepentingan harus mampu mencapai dan mempengaruhi pembuat 
keputusan. Apabila kelompok kepentingan tidak mampu mencapai dan 
                                                 
4Gabriel A.Almond, Kelompok Kepentingan dan Partai Politik,h,56. 
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mempengaruhi para pembuat keputusan, maka dapat dikatakan bahwa 
usaha yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tersebut telah 
mengalami kegagalan. Jadi dalam hal ini yang penting adalah bahwa 
kelompok kepentingan harus mampu mencapai dan mempengaruhi para 
pembuat keputusan. 
Adapun cara yang dipergunakan oleh kelompok kepentingan 
untuk mencapai dan mempengaruhi para pembuat keputusan tidaklah 
sama satu dengan yang lainnya. Kelompok kepentingan yang satu 
mungkin mempergunakan cara yang berbeda dengan cara yang 
digunakan oleh kelompok kepentingan yang lainnya. Perbedaan cara ini 
sudah merupakan satu kewajaran, karena tujuan-tujuan yang akan 
dicapai oleh tiap-tiap kelompok kepentingan berbeda satu dengan yang 
lainnya. 
Di bawah ini akan dikemukakan secara ringkas tentang strategi-
strategi yang dipergunakan oleh kelompok kepentingan dalam 
menyalurkan tuntutan-tuntutan mereka.( Gabriel A. Almond) 
1. Demonstrasi dan kekerasan 
Demonstrasi dan tindakan kekerasan adalah merupakan 
salah satu saluran yang dipergunakan oleh kelompok kepentingan 
untuk menyatakan kepentingan-kepentingan ataupun tuntutan-
tuntutannya. Demonstrasi dan tindakan kekerasan ( yang 
didalamnya termasuk huru-hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lain-
lainnya ) merupakan saluran yang sering dipergunakan oleh 
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kelomok kepentingan anomik. Tetapi tidak tertutup kemungkinan 
bagi kelompok-kelompok kepentingan yang lainnya untuk 
mempergunakan saluran ini. Biasanya kelompok-kelompok 
kepentingan yang lainnya ( yang bukan kelompok kepntingan 
anomik ) mempergunakan saluran ini dikarenakan saluran-saluran 
yang lainnya ( saluran yang sifatnya konvensional, seperti 
perwakilan langsung ) sudah tertutup untuk dapat mencapai dan 
mempengaruhi para pembuat keputusan. Oleh karena itu, perlu 
dibedakan antara tindakan kekerasan yang dilakukan secara 
spontan oleh kelompok kepentingan anomik, dengan tindakan 
kekerasan yang dilakukan oleh setiap kelompok kepentingan 
lainnya untuk menyatakan tuntutannya. 
2. Hubungan Kekerabatan  
Hubungan kekerabatan juga merupakan saluran yang 
dipergunakan oleh kelompok kepentingan untuk mencapai dan 
mempengaruhi para pembuat keputusan. Hubungan pribadi ini 
biasanya dapat melalui hubungan keluarga, hubungan satu 
sekolahan/almamater, atau hubungan-hubungan yang sifatnya 
kedaerahan. Pada umumnya saluran hubungan pribadi 
dipergunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan non 
assosiasional, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi 
kelompok-kelompok yang lainnya mempergunakan saluran 
tersebut. 
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3. Perwakilan Langsung  
Perwakilan langsung dalam badan legislatif atau birokrasi 
sanagat memungkinkan kelompok-kelompok kepentingan 
mengkomunikasikan kepentingan-kepentingannya secara 
langsung dan terus menerus. 
Anggota-anggota kelompok kepentingan yang mewakili 
kelompoknya dalam komisi-komisi parlemen dapat secara terus-
menerus mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan 
kelompoknya.  
Saluran yang berwujud perwakilan langsung ini dapat 
berlangsung atau berjalan apabila keplompok kepentingan yang 
bersangkutan mempunyai anggota-anggota yang duduk dalam 
badan legislatif maupun badan eksekutif. 
Perlu pula diketahui bahwa didalam kelompok kepentingan 
yang institusional, anggota-anggota kelompok kepentingan sering 
mempunyai hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan 
atau kebijaksanaan, dan malahan mereka kadang-kadang terlibat 
didalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan. 
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4. Media Massa  
Media massa – termasuk didalamnya adalah televisi, radio, 
surat kabar, dan majalah – adalah merupakan salah satu saluran 
untuk mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan ataupun 
tuntutan-tuntutan dari kelompok kepentingan. 
Pada tiap-tiap masyarakat atau negara, peranan media 
massa untuk megkomunikasikan kepentingan-kepentingan 
ataupun tuntutan-tuntutan dari kelompok kepentingan berbeda-
beda. 
Misalnya saja, pada masyarakat atau negara yang menganut 
faham demokratis, peranan media massa merupakan penyalur 
yang utama segala kepentingan ataupun tuntutan dan juga 
merupakan sarana untuk mencapai dan mempengaruhi para 
pembuat keputusan atau kebijaksanaan. Sebaliknya, apabila 
media massa itu terdapat pada masyarakat atau negara yang 
mempunyai faham otokratis, maka media massa bukan lagi 
merupakan penyalur kepentingan-kepntingan ataupun tuntutan-
tuntutan dari kelompok kepentingan. Pada masyarakat atau 
negara yang menganut faham otokratis, penguasa selalu 
mengkontrol dan mensensor dengan ketat media massa yang 
ada. Oleh karena itu pula maka fungsi dari media massa pada 
masyarakat atau negara yang otokratis hanya menyalurkan 
kepentingan ataupun tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok 
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kepentingan yang dekat atau disukai oleh pihak yang berkuasa. 
Dalam keadaan yang seperti ini fungsi yang dijalankan oleh media 
massa sebagi penyalur kepentingan-kepentingan ataupun 
tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan 
mengalami kemerosotan atau kemunduran. 
5. Partai Politik 
Partai politik juga merupakan saluran yang dapat 
dipergunakan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk 
mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan atau tuntutan –
tuntutannya. Hal yang seperti ini sudah merupan sesuatu yang 
wajar karena salah satu fungsui partai politik adalah sebagai 
sarana untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan 
kepentingan. 
Tingkat keefektivitasan partai politik sebagai saluran untuk 
menyatakan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan dari 
kelompok kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Partai 
politik yang sangat ideologis dengan struktur organisasinya yang 
hierarkis, seperti partai komunis, akan lebih cenderung untuk 
mengendalikan kelompok-kelompok kepentingan yang berafiliasi 
dengannya dari pada mengkomunikasikan kepentingan-
kepentingan atau tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok 
kepentingan itu. Sedangkan partai politik yang organisasi 
partainya terdesentralisir, seperti di Amerika Serikat, kurang 
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begitu tanggap terhadap kepentingan-kepentingan atau tuntutan-
tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan. 
6. Badan Legislatif, Kabinet dan Birokrasi 
Kelompok-kelompok kepentingan juga dapat menyalurkan 
kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutannya melalui 
saluran-saluran yang berwujud badan legislatif, kabinet dan 
birokrasi. Saluran-saluran tersebut ternyata memegang peranan 
yang cukup penting. Misalnya saja, hubungan dengan birokrasi, 
diberbagai tingkatan maupun diberbagai departemen mempunyai 
arti yang sangat penting, apabila wewenang pembuatan 
keputusan dilimpahkan atau didelegasikan kepada cabang-
cabang birokrasi itu.  
Misalnya saja, kekuasaan efektif di negara dimana suatu 
kelompok kepentingan berada, ada ditangan pihak eksekutif; 
maka hal ini akan menyebabkan kelompok kepentingan tersebut 
akan lebih mendekatkan diri/mengeratkan hubungan dengan 
pihak eksekutif daripada dengan pihak legislatif. 
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B. Kerangka Pemikiran 
 Wahdah Islamiyah Merupakan Organisasi kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang Dakawa dan bertangung jawab terhadap proses 
perubahan masyarakat dengan menempatkan diri sebagai motor 
penggerak perubahan sekaligus sebagai pelayan masyarakat. 
Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan 
mutlak untuk mencapai tujuan pembagunan. Meskipun Wahdah 
Islamiyah tidak memiliki Departemen yang berhubungan langsung 
dengan politik, atau hal yang berkaitan dengan politik akan tetapi 
Wahdah Islamiyah juga Ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, karena 
Wahdah Islamiyah sadar akan pentingnya menentukan Pemimpinyang 
akan mengarahkan suatu daerah yang sesuai dengan gerakan Wahdah 
Islamiya. 
 Wahdah Islamiyah sebagai kelompok kepentingan yang memiliki 
tujuan untuk menyebarakan dan mengajarkan  agama Islam di seluruh 
kabupaten pinrang. Apalagi ditambah dengan kegiatan – kegiatan 
Wahdah Islamiyah berkaitan atau berhubungan langsung dengan warga 
sekitar yang dapat menimbulkan rasa atau meningkatkan kepercayaan 
masyarakat kepada Wahdah Islamiya bahwa organisasi ini merupakan 
organisasi yang pro terhadap rakyat dan dapat menjadikan masyarakat 
atau warga sekitar kembali kejalan yang benar menurut sang pencipta. 
sehingga wahdah islamyah dianggap sebagai kekuatan politik untuk 
mendapatkan dukungan terhadap pilkada kabupaten pinrang. 
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  penulis juga mengunakan konsep Jaringan Politik dan Kelompok 
Kepentingan dalam membentuk kerangka pemikiran. Diharapkan konsep 
– konsep yang terdapat didalamnya dapat mendukung topik 
pembahasan. Berikut merupakan Skema untuk Memperjelas alur 
kerangka pemikiran penulis 
C. SKEMA PEMIKIRAN] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahdah Islamiyah 
Kelompok Kepentingan 
PILKADA 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Pada bab ini akan diuraikan aspek – aspek  penelitian yang 
diterapkan oleh penulis sebagai pedoman dalam memahami penelitian 
ini, sehingga penelitian dapat tergambarkan secara ilmiah. Aspek – 
aspek tersebut yaitu Unit Analisis Data, Tipe Penelitian dan Dasar 
Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisi 
Data. 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di sulawesi selatan tepatnya di Kab. 
Pinrang. Hal ini di karenakan Kab. Pinrang merupakan salah satu 
daerahdimana Wahdah Islamiyah berkembang pesat 
B. Dasar dan Tipe Penelitian 
B.1 Dasar Penelitian 
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif.Metode kualitatif memiliki 
beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan 
yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi.Penelitian kualitatif 
mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, 
yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan 
wawancara mendalam. 
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B.2 Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. 
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai 
status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 
adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif 
adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan 
akurat mengenai fakta - fakta.Namun demikian, dalam 
perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian 
yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang 
untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas 
satu variabel kepada variabel lain. Penulis mengunakan penelitian 
deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk 
menggambarkan secara faktual mengenai peran wahdah islamiyah 
dalam penguatan partisipasi politik masyarakat di kecamatan mattiro 
sompe kabupaten pinrang  
C.Informan Penelitian 
Informan peneliti adalah objek dari penelitian ini yakni para kader 
Wahdah Islamiyah, dan orang-orang yang dianggap mampu memberi 
informasi mengenai “Wahdah Islamiyah” seperti: 
1. Ketua DPC Wahdah Islamiyah Di Kab. Pinrang 
2. Kader Wahdah Islamiyah 
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3. Pemerintah Daerah Kecamatan Mattirosompe Kab. Pinrang 
4. Tokoh masyarakat Kecamatan Mattirosompe Kab. Pinrang 
5. Masyarakat Kecamatan Mattirosompe Kab. Pinrang 
D. Sumber Data  
Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut 
penulis sesuai dengan objek penelitian dan memberikan gambaran 
tentang objek penelitian adapun sumber data yang digunakan yaitu: 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan 
ataudaerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 
informan danobservasi langsung. Peneliti turun langsung ke daerah 
penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti 
rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Data primer 
dapat berupa data yang didapatkan dari Ketua Wahdah Islamiya, 
Kader Wahdah Islamiyah dan Masyarakat Kab. Pinrang 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari 
buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan 
Wahdah Islamiya. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah 
dalam bentuk naskah tertulis atau majalah.  
 
 
28 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 
penelitian ini yaitu : Wawancar Mendalam dan Arsip / Dokumen. 
1. Wawancara Mendalam 
Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu, 
yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Peneliti dalam 
melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, 
pedoman wawancara (interview guide) agar wawancara tetap berada 
pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat 
pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Salah satu varian dari teknik 
wawancara adalah wawancara mendalam (indeep interview) yang 
merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara 
dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 
wawancara. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan 
interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga 
menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek-aspek relevan 
tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman tersebut 
interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan 
dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus 
menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara 
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berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara 
mendalam penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni : 
2. Tahap Persiapan Penelitian 
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun 
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan 
permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi 
pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang 
dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, 
ditunjukan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing 
penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman 
wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari 
pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman 
wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. 
Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat 
pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi 
terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap 
lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap 
perilaku subjek dan pencatatan langsung yang dilakukan pada saat 
peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan 
maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara 
selesai. 
Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan 
karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan 
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peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapanya untuk 
diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti 
membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan 
tempat untuk melakukan wawancara. 
3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai 
waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan 
pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti 
memindahakan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk 
tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interprestasi 
data sesuai dengan langkah-langkah yan dijabarkan pada bagian 
metode analisis data di akhir bab ini.  
4. Arsip/Dokumen 
Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal 
yang berkaitan dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang 
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa 
dokumen tertulis   gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, 
tulisan ilmiah yang dapat memperkaya data yang dikumpulkan.  
F. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisis kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif 
adalah suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif 
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berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku yang 
diamati. 
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan 
penjelasan mengenai peran politik wahdah islamiyah dalam penguatan 
partisipasi masyarakat kecamatan mattiro sompe di kabupaten pinrang. 
Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan 
dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 
Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti 
berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat 
memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit 
diungkapkan oleh metode kuantitatif. Analisis data adalah proses 
penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai 
sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses 
pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu 
proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen, yaitu: 
1. Proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan 
alat-alat yang diperlukan seperti rekaman MP3, field note, 
serta observasi yang dilakukan peneliti selama berada 
dilokasi penelitian, sampai diperoleh kesimpulan sementara 
berdasarkan data–data yang ada. 
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2. Sajian data, diperoleh dari hasil interpretasi, usaha 
memahami, dan analisis data secara mendalam terhadap 
data yang telah direduksi, dikategorisasi, dan check and 
balance antara satu sumber data dengan sumber data yang 
lain. 
3. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapatkan 
kesimpulan sementara yang masih berdasarkan data yang 
akan dipahami dan dikomentari oleh peneliti yang pada 
akhirnya akan mendeskripsikan atau menarik suatu 
kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 
A. SEJARAH KABUPATEN PINRANG 
Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian 
nama Pinrang yang berkembang di masyarakat Pinrang sendiri. 
Versi yang pertama menyebut bahwa Pinrang berasal dari bahasa 
Bugis yaitu kata "benrang" yang berarti "air genangan" bisa juga berarti 
"rawa-rawa". Hal ini disebabkan oleh karena pada awal pembukaan 
daerah Pinrang yang tepatnya saat ini di pusat kota kabupaten Pinrang 
masih berupa daerah rendah yang sering tergenang dan berawa. 
Versi kedua menyebutkan bahwa hal ini disebabkan oleh karena 
suatu ketika Raja Sawitto yang bernama La Dorommeng La Paleteange, 
bebas dari pengasingan dari kerajaan Gowa berkat bantuan Baso Panca 
Arung Enrekang dan dibantu Para Pasukan Pemberaninya dari 
Kampung Kaluppini Enrekang. Kedatangan tersebut disambut gembira 
oleh rakyatnya, namun mereka terheran-heran karena wajah sang raja 
berubah dan mereka berkata "Pinra bawangngi tappana puatta pole 
Gowa", yang artinya berubah saja mukanya Tuan Kita dari Gowa. Maka 
setelah itu rakyat mulai menyebut daerah tersebut sebagai Pinra yang 
artinya berubah, dikemudian hari masyarakat setempat mengubah 
penyebutan tersebut menjadi Pinrang. 
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Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang 
dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat 
senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas 
genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman dalam 
bahasa Bugis disebut "PINRA-PINRA ONROANG". Setelah masyarakat 
menemukan tempat pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi 
nama: PINRA-PINRA. 
Kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama, yaitu 
"PINRA", kemudian kata itu dalam perkembangannya dipengaruhi oleh 
intonasi dan dialek bahasa Bugis sehingga menjadi Pinrang yang 
sekarang ini diabadikan menjadi nama dari Kabupaten Pinrang. 
Masa penjajahan 
Cikal bakal Kabupaten Pinrang berasal dari Onder 
Afdeling Pinrang yang berada di bawah afdeling Pare-Pare, yang 
merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self 
bestuur atau swapraja, yaitu KASSA, BATULAPPA, SAWITTO dan 
SUPPA yang sebelumnya adalah anggota konfederasi kerajaan 
 Massenrengpulu ( Kassa dan Batulappa ) dan Ajatappareng (Suppa dan 
Sawitto). Hal ini merupakan bagian dari adu domba kolonial untuk 
memecah persatuan di Sulawesi Selatan. Pemilihan nama Pinrang 
sebagai nama wilayah dikarenakan daerah Pinrang merupakan tempat 
berkumpulnya keempat raja tadi dan sekaligus tempat berdirinya kantoor 
onder afdelingeen (kantor residen). Selanjutnya Onder Afdeling Pinrang 
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pada zaman pendudukan Jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan 
pada zaman kemerdekaan akhirnya menjadi Kabupaten Pinrang. 
Sebagaimana diketahui bahwa ketika Jepang masuk di pinrang 
sekitar tahun 1943, sistem pemerintahan warisan kolonial dengan 
struktur lengkap yang terdiri dari 4 (empat) swapraja, masing-masing 
Swapraja Sawitto, Swapraja Batu Lappa, Swapraja Kassa dan Swapraja 
Suppa. Ketika Pinrang menjadi Onder Afdeling di bawah 
 afdeling Parepare, sementara afdeling  Parepare adalah salah satu dari 
tujuh afdeling yang ada di provinsi Sulawesi. 
Masa kemerdekaanDengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 
tentang perubahan daerah Sulawesi Selatan, pembagian wilayahnya 
menjadi daerah swatantra. Pertimbangan diundangkannya PP tersebut 
adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki 
susunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Daerah swantantra yang 
dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang ditetapkan dalam 
keputusan Gubernur Timur besar (GROTE GOSTE) tanggal 24 juni 1940 
nomor 21, kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi nomor 
618/1951. Perubahan adalah kata afdeling menjadi daerah swatantra 
dan Onder Afdeling menjadi kewedaan. Dengan perubahan tersebut 
maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi kewedanaan Pinrang 
yang membawahi empat swapraja dan beberapa distrik. Dengan status 
demikian inilah pemerintahan senantiasa mengalami pasang surut di 
tengah-tengah pasang surutnya keadaan pemerintahan. Upaya 
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memperbaiki struktur dan penyelenggaraan pemerintahan di satu sisi, di 
samping memenuhi kebahagiaan dan keinginan rakyat. Maka, pada 
tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada 
tanggal 4 Juli1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di 
Sulawesi yang praktis, termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. 
Pada tanggal 28 Januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor: UP-7/3/5-392 yang menunjuk H.A. MAKKOELAOE 
menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, karena pada saat itu unsur 
atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Hal ini 
kemudian dikaji melalui suatu simposium yang dilakukan oleh kelompok 
pemuda, khususnya KPMP Kabupaten Pinrang dan diteruskan kepada 
DPRD untuk dituangkan ke dalam suatu PERDA tersendiri.5 
A.1 Visi dan Misi  
a.1.1 VISI 
Visi Kabupaten Pinrang, yaitu ”Terwujudnya Masyarakat 
Sejahtera Melalui Penataan Program Pembangunan Pro Rakyat 
menuju Terciptanya Kawasan Agropolitan yang didukung oleh 
Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintah” (Good 
Management). 
 
Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana organisasi 
harus dibawa agar dapat eksis antisipasi dan inovatif. Visi adalah 
                                                 
5http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pinrang 
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suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang 
diinginkan oleh organisasi. Sedangkan visi Dinas Pertanian dan 
Peternakan adalah : ”Terwujudnya Peningkatan Pendapatan 
Petani Melalui Agropolitan seca Optimal dan Efisien dengan 
Penggunaan Teknologi Tepat Guna” 
 
a.1.2. MISI 
Misi adalah pernyataan yang menetapkan tujuan organisasi 
dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan ini membawa 
organisasi kepada suatu fokus. Misi adalah sesuatu yang harus 
diemban atau dilaksanakan oleh organisasi sesuai visi yang 
ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil 
dengan baik. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa 
yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. 
Misi Kabupaten Pinrang sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah yang professional 
2. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pelestarian SDA yang 
berwawasan lingkungan dan memperkuat agribinis dan agroindustri 
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat kemandirian 
lokal 
4. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan 
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana 
serta infrastruktur terutama pada sektor pertanian. 
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6. . Meningkatkan pengamalan dan nilai-nilai keagamaan, Pancasila dan 
budaya lokal 
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum6 
A.2Gambaran Wilayah Kabupaten Pinrang 
 
Gambar 1. Gambaran wilayah kabupaten pinrang  
                                                 
6http://pinrangkab.go.id/visi 22 Mei 2017 
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Kabupaten Pinrang merupakan wilayah propinsi Sulawesi Selatan 
yang secara geografis terletak pada koordinat antara  4º10’30” sampai 
3º19’13” Lintang Selatan  dan 119º26’30” sampai 119º47’20”Bujur Timur. 
Daerah ini berada pada ketinggian 0-2.600 meter dari permukaan laut. 
Kabupaten Pinrang berada ± 180 Km dari Kota Makassar, dengan 
memiliki luas ±1.961,77 Km2, terdiri dari tiga dimensi kewilayahan 
meliputi dataran rendah, laut dan dataran tinggi. Kabupaten Pinrang 
secara administratif pemerintahan terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 
39 Kelurahan dan 69 Desa yang meliputi 96 Lingkungan dan 181 Dusun. 
Sebagian besar dari wilayah kecamatan merupakan  daerah pesisir yang 
memiliki luas 1.457,19 Km2 atau 74,27% dari luas keseluruhan Wilayah 
Kabupaten Pinrang dengan panjang garis pantai ± 101 Km, adapun 
batas wilayah Kabupaten Pinrang yaitu Sebelah Utara berbatasan 
dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Timur berbatasan dengan  
Kabupaten Enrekang dan Sidrap, Sebelah Barat berbatasan dengan  
Selat Makassar serta Kabupaten Polewali Mandar, Sebelah Selatan 
berbatasan dengan Kota Parepare. 
Letak wilayah Kabupaten Pinrang cukup strategis karena berada 
pada perbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, serta menjadi jalur 
lintas darat dari dua jalur utama, baik antar provinsi dan antar kabupaten 
di Selawesi Selatan, yakni dari arah selatan: Makassar, Parepare ke 
wilayah Provinsi Sulawesi Barat, dan dari arah Timur: kabupaten-
kabupaten di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan menuju Propinsi 
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Sulawesi Barat. Posisi daerah yang cukup strategis tersebut, memberi 
peluang untuk dapat berkembang baik di bidang jasa, perdagangan, 
pariwisata, perekonomian, industri, dan  bidang-bidang lainnya.Di sisi 
lain, karena wilayah Kabupaten Pinrang berada di sepanjang pantai di 
bagian barat wilayah tersebut, juga cukup strategis bagi pengembangan 
transportasi maritim antar pulau yang didukung oleh sumber-sumber 
produksi yang cukup memadai. 
Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013 berdasarkan hasil 
proyeksi berjumlah 361 293 jiwa,yakni 175 115 laki-laki dan 186 178 
perempuan, yangtersebar di 12 kecamatan. Keseluruhan penduduk 
Kabupaten Pinrang adalah Warga Negara Indonesia . Jumlah penduduk 
terbesar di Kecamatan WatangSawitto yakni sebanyak 54.307 jiwa, 
sedangkanKecamatan Batulappa dengan penduduknya sebanyak9.805 
jiwa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil (Tabel 2 ) . 
Secara umum penduduk Kabupaten Pinrangmenunjukan bahwa tingkat 
kepadatanpenduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah 
184jiwa/km2. Kecamatan Paleteang dan Watang Sawitto merupakan 
kecamatan dengan kepadatan pendudukyang paling tinggi yakni masing-
masing 1.051jiwa/km2 dan 921 jiwa/km2. Sedangkan kecamatanyang 
paling jarang penduduknya adalah KecamatanLembang dan Batulappa, 
masing-masing 53 jiwa/km2dan 62 jiwa/km2. Kecamatan Lembang 
merupakankecamatan terluas dengan topografi pegunungan,sehingga 
penduduknya tidak padat. Adapun Kecamatan Batulappa sebagian 
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wilayahnya juga merupakan pegunungan . Penduduk yang tinggal di 
perkotaan sejumlah 272.090 jiwa atau 75,31 persen. Sedangkan 
pendudukyang tinggal di perdesaan adalah 89.203 jiwa 
atau24,69persen. 
Tabel 2. Banyaknya penduduk menurut kecamatan di Kabupaten 
Pinrang Tahun 2013  
No KECAMATAN 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUAN 
JUMLAH 
TOTAL 
1 SUPPA  15.093  16.121   31.214 
2 MATTIRO SOMPE  13.360  14.349 27.709 
3 LANRISANG  8.159  9.099 17.258 
4 MATTIRO BULU 13.183 14.239 27.422 
5 WATANGSAWITTO 26.557 27.750 54.307 
6 PALETEANG 19.212 19.982 39.194 
7 TIROANG 10.569 11.045 21.614 
8 PATAMPANUA 8.499 9.068 17.567 
9 CEMPA 15.576 16.582 32.158 
10 DUAMPANUA 21.375 23.047 44.422 
11 BATULAPPA 4.760 5.045 9.805 
12 LEMBANG 18.772 19.851 38.623 
JUMLAH 175.115 186.178 361.293 
Sumber: Badan Pusat Statistik 2014 diolah oleh peneliti 2017 
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B. Gambaran DPD Wahdah Islamiyah Pinrang 
B. 1. Sejarah DPD Wahdah Islamiyah Pinrang 
Wahdah Islamiyah merupakan ormas Islam di Indonesia yang 
berpusat dan berbasis di daerah Makassar. Menurut pengakuan pelaku 
sejarah, Wahdah Islamiyah telah memiliki embrio yang kuat dan mengakar 
dengan kharismatik seorang ulama Muhammadiyah yaitu KH. Fathul Mu'in 
Dg Magading. Nama ini kemudian dipakai sebagai nama Yayasan Fathul 
Muin yang berdiri tanggal 18 Juni 1988 dengan Akta Notaris No. 20 
(Abdullah Ashal, SH) dengan upaya untuk merekrut dan memelihara spirit 
keagamaan yang telah diwariskan oleh KH. Fathul Mu'in Dg. Magading 
yang merupakan sosok ulama intelektual yang dikagumi di kalangan 
Muhammadiyah.  
Jaringan kegiatan Yayasan Fathul Muin tidak hanya sebatas pada 
wilayah- wilayah tertentu, melainkan menjangkau ruang yang lebih luas. 
Umur yang relatif muda yang melekat pada para pendirinya 
menyebabkan perhatian pembinaan diarahkan pada kalangan pelajar 
dan mahasiswa. Pendukung utama awal berdirinya merupakan kaum 
muda terdidik yang merupakan lulusan sekolah menengah dan 
perguruan tinggi, umur mereka antara 18-35 tahun. Pada umumnya 
mereka tinggal dan berdomisili di kota Makassar dan kota-kota 
Kabupaten di Sulawesi Selatan, hanya sebagian kecil dari mereka yang 
hidup diluar Sulawesi Selatan. Pada periode yang sama, pendukung 
gerakan transnasional juga umumnya berasal dari kaum muda terpelajar 
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dan rata-rata mereka merupakan mahasiswa dan sarjana, tersebar di 
hampir seluruh kotakota besar di Indonesia.Untuk kegiatan di kalangan 
siswa SMA, Yayasan Fathul Muin membentuk Kelompok Kajian Islam 
(KKI) atau halaqah tarbiyah yang menjadi mediasi antara yayasan 
dengan para pelajar. Sementara untuk kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan mahasiswa, Yayasan Fathul Muin membentuk 
FOSIDI (Forum Studi Dinul Islam) yang memfasilitasi yayasan dengan 
mahasiswa di Universitas Hasanuddin dengan mengambil markaz di 
Fakultas Pertanian. Selain itu, Yayasan Fathul Muin juga membentuk 
Lembaga Dakwah Kampus Ashabul Kahfi di Universitas Muslim 
Indonesia. Kegiatan Yayasan Fathul Muin semakin hari semakin 
berkembang namun muncul kekhawatiran adanya kultus individu 
terhadap KH. Fathul Muin, maka pengurus mengadakan rapat dan 
bersepakat mengubah nama lembaga ini dengan nama Yayasan 
Wahdah Islamiyah yang artinya persatuan Islam yang didirikan pada 
tanggal 19-2-1998 dengan Akta Notaris No. 059 (Sulprian,SH). Dengan 
harapan bahwa nama ini bisa mewujudkan persatuan kaum muslimin 
sesuai dengan namanya. Wahdah Islamiyah menggantikan Yayasan 
Fathul Muin dengan beberapa pertimbangan : 
1. Yayasan Fathul Muin dipersepsikan sektarian oleh sebagian 
masyarakat sebab dikaitkan dengan nama seorang tokoh 
(Muhammadiyah) yaitu KH. Fathul Muin yang merupakan guru yang 
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banyak mewarnai pemikiran dan semangat pendiri-pendiri yayasan 
tersebut.  
2. Diniatkan sebagai lembaga pemersatu ummat sehingga ummat ini 
tidak terkotak-kotak.  
Yayasan Wahdah Islamiyah berubah menjadi Yayasan Pesantren 
Wahdah Islamiyah (YPWI) pada tanggal 25 Mei 2000 dengan Akta 
Notaris No.55 (Sulprian,SH). Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah 
didirikan untuk mewadahi Pesantren Tinggi Wahdah Islamiyah yang 
diberi nama Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) yang 
diasuh lebih kurang 20 alumni Universitas Islam Madinah Al 
Munawwarah Saudi Arabia dan dari Negara Timur Tengah lainnya yang 
tujuan utamanya adalah mempersiapkan kader-kader da’i dan ulama 
yang memliki basis ilmu – ilmu syari’ah yang kuat dan semangat da’wah 
yang tinggi.  
Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah berubah menjadi 
organisasi kemasyarakatan Wahdah Islamiyah pada tahun 2002 melalui 
suatu pertemuan nasional Musyawarah Besar ke-2 tanggal 1 Shafar 
1423 H/14 April 2002 M. Perubahan ini resmi dengan dikeluarkannya 
Surat Keterangan Terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota 
Makassar No. 220/1092-1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 2002, Surat 
Keterangan Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulsel No. 
220/3709-1/BKS-SS, dan Surat Tanda Terima Keberadaan Organisasi 
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pada Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik Ditjen Kesatuan Bangsa 
Depdagri di Jakarta No. 148/D.1/IX/2002. 
Sejak berubahnya Wahdah Islamiyah menjadi organisasi 
kemasyarakatan pada tahun 2002, gerakan da’wahnya semakin meluas 
ke berbagai kota di Indonesia. Hal ini memang menjadi dasar dan 
semangat perubahan status organisasi ini. Hal ini terlihat dalam visinya 
untuk eksis di Indonesia pada tahun 2015. Perjalanannya selama 
sembilan tahun telah berhasil membentuk 68 cabang yang tersebar 
hampir di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan di 
beberapa Ibu Kota Propinsi di Luar Sulawesi Selatan.  
Kegiatan Wahdah Islamiyah di kabupaten Pinrang dimulai dengan 
kegiatan pengajian dan pengkaderan oleh mahasiswa kader Wahdah 
Islamiyah yang berasal dari Kabupaten Pinrang di sekitar tahun 1990-
1991. Kegiatan pengajian dan pengkaderan ini melahirkan kader-kader 
muda yang selanjutnya menjadi penggerak kegiatan Wahdah Islamiyah 
di Kabupaten Pinrang. Kegiatan berupa pengajaran TKA/TPA dengan 
metode Iqra’ di masjid Rahmah Pinrang menjadi kegiatan awal dari para 
kader serta tetap melanjutkan upaya pengkaderan pada generasi muda 
Islam Kabupaten Pinrang. 
Pengorganisasian kegiatan kader Wahdah Islamiyah Pinrang 
dimulai dengan terbentuknya PIKREMAN yang merupakan singkatan 
dari Pemuda Islam Kreatif Mandiri disekitar tahun 1991. selanjutnya 
Perkembangan Wahdah Islamiyah di kabupaten Pinrang semakin baik 
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dan pada tahun 1996 didirikan masjid Al-Ikhlas sebagai pusat da’wah. 
Pembentukan Korwil Da’wah Pinrang-Polmas yang diketuai oleh Bapak 
Drs.Nasir Maidin,MA di tahun 1997 semakin memantapkan kegiatan. 
Perubahan Yayasan Fathul Muin menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah di 
tahun 1998 menjadikan pengorganisasian kegiatan da’wah di kabupaten 
Pinrang di bawah Yayasan Wahdah Islamiyah cabang Pinrang.  
Pembentukan DPC Wahdah Islamiyah Pinrang berdasarkan 
keputusan Muktamar I di tahun 2002. selanjutnya berdasarkan Hasil 
Muktamar II dimana jenjang organisasi di tingkat kabupaten berubah dari 
DPC menjadi DPD sehingga sejak akhir tahun 2011 berubahlah menjadi 
DPD Wahdah Islamiyah Pinrang. Wahdah Islamiyah Pinrang telah 
memiliki struktur kepengurusan dengan beberapa fungsi yang teralokasi 
kepada beberapa departemen. Secara operasional program-program 
DPD Wahdah Islamiyah Pinrang dilakukan oleh 16 departemen /lembaga 
yaitu departemen dakwah, departemen kaderisasi, lembaga pernikahan 
dan pembinaan keluarga sakinah, departemen pendidikan, lembaga 
pembinaan dan pengembangan pendidikan Al-Qur’an, departemen 
ekonomi dan UPZ, departemen informasi dan komunikasi, lembaga 
wakaf perencanaan dan pembangunan, departemen sosial, dan lembaga 
muslimah.  
B.2 Visi misi organisasi  
Visi utama Wahdah Islamiyah yaitu  Wahdah Islamiyah sebagai 
Ormas Islam yang eksis di Sulawesi dan seluruh Ibukota Propinsi di 
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Indonesia pada tahun 1436 H/2015 M”. Berdasarkan visi tersebut, maka 
misi Wahdah Islamiyah hingga 2015 adalah sebagai berikut:  
1) Menanamkan dan menyebarkan aqidah Islamiyah yang shahih 
kepada ummat berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah sesuai 
pemahaman Salafus Shaleh. 
2) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang 
benar. 
3) Membangun persatuan ummat dan ukhuwah Islamiyah yang 
dilandasi semangat ta’awun dan tanashuh. 
4) Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang Islami 
dan berkualitas. 
5) Membentuk generasi Islami yang rabbani dan menjadi pelopor 
dalam berbagai bidang kehidupan. 
Untuk mencapai visi dan misi tersebut, dilakukan pentahapan dalam 
perencanaan. Secara garis besar, pentahapan pencapaian visi tersebut 
dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:  
1) Tahap I yang diarahkan pada kelembagaan institusional. Misi 
pokok dari tahap ini adalah terwujudnya Wahdah Islamiyah yang 
memiliki legalitas dan administrasi organisasi, kemampuan 
perencanaan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia yang 
terarah dan terprogram, serta tumbuhnya budaya organisasi 
kekaderan.  
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2) Tahap II yang diarahkan pada peningkatan kapasitas institusional. 
Misi pokok dari tahap kedua ini adalah terciptanya organisasi yang 
memiliki kemampuan dan modalitas yang cukup untuk melakukan 
akselerasi dakwah dengan efektif.  
3) Tahap III yang diarahkan pada peningkatan profesionalisme 
lembaga. Misi pokok dari tahap ketiga ini adalah terciptanya 
organisasi yang memiliki jaringan dakwah yang solid, manajemen 
anggota yang rapi, serta keberlangsungan kaderisasi yang baik.  
Wahdah Islamiyah adalah organisasi kemasyarakatan yang 
bergerak dibidang dakwah dan bertanggungjawab terhadap proses 
perubahan masyarakat. Karena itu, Wahdah Islamiyah harus 
menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan sekaligus 
sebagai pelayan ummat. Sebagai pelayan ummat, Wahdah Islamiyah 
harus memahami dinamika ummat dan kepuasan obyek dakwah. 
Dengan kata lain, Wahdah Islamiyah bertanggungjawab atas 
terwujudnya proses dakwah yang berkualitas.  
Kata ”efektif” yang melekat pada lembaga dakwah memberi arah 
pada Wahdah Islamiyah agar proses dakwah yang diberikan seluruh 
penyelenggara dan pelaksana dakwah mencapai sasaran, tepat waktu, 
sesuai kebutuhan. Untuk mencapai tingkat efektivitas yang tinggi 
dibutuhkan pelaksana yang berpikir dan bertindak secara efektif. Oleh 
karena itu, kata efektif dalam visi tersebut juga memberikan arah kepada 
segenap unsur Wahdah Islamiyah agar menjadi pribadi-pribadi yang 
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berpikir dan bergerak secara efektif. Selain itu, efektivitas individu harus 
ditunjang pula dengan manajemen yang efektif dan efisien. 
B. 3. . Konsep Pemikiran organisasi WI tentang Isu-Isu kontemporer 
Ada beberapa isu-isu kontemporer yang menjadi fokus kajian 
organisasi Wahdah Islamiyah, di antaranya: konsep tarbiyah, konsep 
syariah Islam, dan konsep politik. Organisasi WI memiliki 
pandanganpandangan yang cukup berbeda dengan pemahaman 
masyarakat Islam di Sulawesi Selatan, sebab organisasi ini memiliki 
sudut pandang yang berbeda terhadap interpretasi nas-nas al-Qur’an 
dan hadis nabi.  
a. Konsep Politik 
Pada saat Islam memasuki periode awal dalam panggung 
sejarah, pergumulan antara perintah moral dan realitas sosial 
politik umat berlangsung alot, meskipun belum terlalu seru. Nabi 
dan para sahabat saat itu masih berada dalam posisi keagungan 
yang prima. Sejarah menunjukkan bahwa periode ini 
merefleksikan spirit demokrasi yang otentik, tapi sayang selama 
berabad-abad kemudian terpasung dengan budaya imperial Islam 
dalam bentuk kerajaan yang despotis. Realitas umat Islam yang 
tidak enguntungkan pada masa Orde Baru, Fachry Ali dan Bahtiar 
Effendi menggambarkan bahwa terdapat reaksi dari kalangan 
intelektual Muslaim berkisar pada dua hal pokok. Pertama, reaksi 
terhadap kebijakan pemerintah yang kurang memberi peluang 
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bagi berkembangnya politik Islam. Kedua, reaksi atas munculnya 
gagasan modernisasi yang secara langsung berhubungan dengan 
dasar-dasar doktrinal Islam. Kedua persoalan itu, dalam 
perkembangannya, mempunyai suatu benag merah (mainstream) 
yang saling berhubungan. Dengan melihat kenyataan sekarang, 
paradigma masyarakat Islam secara umum, dan ormas dan parpol 
secara khusus tidak terlepas dari kategorisasi yang dikemukakan 
oleh para intelektual di atas dalam menyikapi persoalan hubungan 
antara Islam dan politik. Untuk kasus Sulawesi Selatan, dalam 
aspek sejarah, Darul Islam berada pada posisi 
Bahwa politik adalah wajib. Dalam konteks kekinian, KPPSI 
memiliki misi yang sama, tetapi metodologi yang berbeda. Darul 
Islam berupaya menegakkan syariah Islam melalui pemisahan diri 
dari negara dengan mendirikan Negara Islam. Sementara itu, 
KPPSI berupaya menegakkan syariah Islam melalui instrumen 
negara. Bagaimana dengan organisasi Wahdah Islamiyah, yang 
dikenal sebagai organisasi Islam bercorak fundamental salafi, 
yang sebagian anggotanya bergabung dengan KPPSI?  
Pada dasarnya, organisasi WI tidak terlalu fokus pada 
aspek politik, sebab tidak ada departemen khusus yang 
menangani aspek politik. Namun demikian, organisasi ini masih 
berpartisipasi dalam pemilihan umum 2004 yang lalu. Tampaknya, 
anggota organisasi WI mengarahkan suara meraka ke partai 
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politik tertentu, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Namun, menurut  
Imaduddin Guhung bahwa secara institusi, organissi WI tidak 
berafliasi dengan partai tertentu, tetapi diserahkan sepenuhnya 
kepad pilihan anggota. Secara politis organisasi WI menyikapi 
eksistensi banyaknya partai Islam di Indonesia sebagai salah satu 
bentuk implikasi dari interpretasi politik yang masih beragam, 
khususnya penjabaran teoritis keilmuan, metodologi penerapan, 
hingga motif politik. Dalam lingkungan organisasi WI, hal ini 
menjadi poin penting untuk dibahas dalam mengapresiasi 
kecenderungan partai-partai yang bernuansa Islam. Inilah dasar 
mengapa organisasi WI menggelar Sidang Majelis Organisasi 
(SMO). Dalam rapat-rapat organisasi, WI menggelarnya dalam 
SMO. Salah satu aspek yang sangat penting dalam bidang politik 
adalah Sidang Majelis 
Organisasi yang diselenggarakan pada bulan Februari 
2004 yang memutuskan bahwa seluruh anggota, pengurus dan 
simpatisan organisasi W I harus terlibat dalam Pemilihan Umum. 
Mereka harus memilih partai politik, para calon legeslatif dan 
presiden agar mereka dapat memberi kontribusi terhadap Islam 
dan kepentingan umat Islam di Indonesia. Pertemuan tersebut 
juga memutuskan untuk menyeru kepada masyarakat Islam agar 
mereka tidak terpancing kepada orang yang ingin membatalkan 
pemilu 2004.  
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Dari uraian di atas sangat jelas bahwa organisasi WI cukup 
peduli dengan persoalan kebangsaan dengan ikut berpartisipasi 
dalam Pemilihan Umum. 
b. Konsep Tarbiyah 
Tarbiyah merupakan aspek yang paling penting dalam 
meraih keberhasilan Keberhasilan aspek lain tidak mungkin dapat 
dicapai tanpa tarbiyah, sebab ia merupakan inti dari semua 
aktivitas. Apapun yang dilakukan melalui pendidikan adalah 
berorientasi pada peningkatan kualitas keilmuan dan keislaman. 
Tarbiyah mempunyai proses pertumbuhan pembinaan yang 
sifatnya universal, artinya seluruh sisi kemanusiaan itu sendiri, 
baik intelektualitas dan kemampuan skill, maupunKualitasnya. 
Tarbiyah dalam pandangan WI merupakan aktivitas 
pembinaan yang lebih khusus terhadap pribadi-pribadi Muslim 
dalam berbagai aspeknya. Jadi tarbiyah menekankan kepada 
semua aspek dari pesertanya. Secara spesifik, tarbiyah 
mengarahkan orang-orang yang menginginkan interaksi lebih jauh 
ke dalam Islam. Orang-orang inilah yang dibina secara intensif 
agar mereka dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara 
terarah, sehingga mampu mengembangkan amanah yang 
diembankan kepadanya demi kemaslahatan umat di masa yang 
akan datang. 
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 Sementara itu, nilai-nilai Barat sangat menjunjung nilai-
nilai material dan menafikan nilai-nilai spritual. Dalam pandangan 
C.A. Qadir menyebut bahwa wawasan tentangYang Kudus dari 
pandangan dunia telah hilang sebagai titik sentral dari pandangan 
dunia Islam.  Untuk mengantisipasi perseoalan tersebut, WI 
mengharapkan melaluikonsep tarbiyah ini, umat Islam mampu 
berdiri tegak di hadapan umat lain. Selaiun itu, umat Islam dapat 
menyadari tanggung jawabnya sebagai hamba Allah yang 
memiliki tugas yang diembankan dan mampu bersatu di atas 
landasan manhaj yang benar. Aktifitas tarbiyah ini ditujukan 
kepada msyarakat umum untuk membentuk pikiran, wawasan dan 
kebangsaan kepada Islam. 
Sistem kaderisasi dalam pembinaan di kalangan organisasi 
WI dilakukan melalui training-training. Imaduddin Guhung, aktivis 
WI, menjelaskan bahwa ada beberapa tingkatan training di 
organisasi WI. Pertama, pengenalan dasar-dasar ajaran Islam 
melalui marshalah yang diorientasikan untuk mengenal dasar-
dasar ajaran Islam seperti rukun iman dan rukun Islam. Pilar 
ajaran Islam tersebut merupakan pola dasar untuk mengenal 
Islam secara komprehensif, sedangkan kader-kader WI memiliki 
fondasi keimanan dan keislaman yang kuat. Kedua, pengenalan 
ajaran Islam melalui ghasul fikr. Level ini mencoba 
membandingkan ajaran Islam sebagaiajaran terbaik dan 
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mengenal kelemahan-kelemahan ideologi Barat dengan tema-
tema pokok kajian seperti filsafat, budaya dan pendidikan. Ketiga, 
pengenalan terhadap pola kepemimpinan nabi Muhammad. 
Melalui level ini, para kader diorientasikan untuk mengenal dan 
menjadikan prototype pola dan karakteristik kepemimpinan nabi 
Muhammad. 
c. Konsep Syariah Islam 
Berbagai hal, sebagai gerakan Islam kontemporer lebih 
banyak kecenderungannya pada hal-hal yang berkenaan dengan 
konstruk pada sebuah sistem politik yang ditegaskan atas 
pelaksanaan syariah Islam. Namun ketika memahami maksud 
syariah bagi kalangan gerakan tersebut, maka terjadi perbedaan 
pemahaman. Ada yang berasumsi bahwa syariah tidak potong 
tangan bagi pencuri, hukum cambuk bagi penzinah, dan hukum 
qishas bagi orang yang membunuh. Jadi syariah Islam dipahami 
dalam pengertian hukum Islam yang disebut hukum jinayatjika 
dikaitkan dengan kejahatan. Padahal, konsep syariah memiliki 
aspek yang luas yang melandasi perbuatan dan perkataan 
manusia di bidang ibadah dan muamalah. Dalam kaitannya 
dengan pandangan dunia, Ziauddin Sardar mengatakan 
bahwasyariah merupakan sumbangan utama dari peradaban 
Islam bagi perkembangan manusia. Tanpa disertai pemahaman 
syariah yangmendalam dan terinci untuk masa kini dan masa 
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depan, jangan harap masyarakat Muslim mampu memecahkan 
masalah lokal, nasional dan internasional. Sisi lain syariah dalam 
pandangan Sardar sisi sosial syariah, sisi politik dan ekonomi 
syariah. 
Syariah Islam dalam pemahaman organisasi WI terdiri atas 
dua aspek, yaitu aspek formal dan aspek substansial. Upaya yang 
dilakukan oleh WI selama ini adalah lebih fokus pada aspek 
substansialnya dari pada  formalnya, terutama upaya dalam 
formalisasi syariah Islam lewat instrumen negara. Menurut 
Rahmat, organisasi WI tidak memiliki sebuah program 
menformalkan syariah Islam, sebab Wahdah Islamiyah lebih 
concern dengan dakwah kultural. Namun demikian, organisasi WI 
setuju dengan perjuangan KPPSI. Selama ini Rahmat pro-aktif 
menyebarkan syariah Islam melalui ceramah-ceramah dan 
aktifitas Islam lainnya di tengah-tengah masyarakat.20 Meskipun 
secara institusi WI tidak memiliki program dalam upaya formalisasi 
syariah Islam di Sulawesi selatan, namun banyak anggota WI 
bergabung di KPPSI berjuang bersama-sama. 
Pada saat diskursus penerapan syariah Islam di Sulawesi 
Selatan menjadi bahan diskusi banyak lapisan masyarakat, 
pemerintah Sulawesi Selatan membentuk tim jejak pendapat yang 
diketuai oleh Muhammad Ruslan dengan maksud ingin 
mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap penerapan 
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syariah Islam. Jejak pendapat tersebut dilanjutkan oleh DPRD 
Propensi Sulawesi Selatan pada Bulan Januari 2003. Dari hasil 
jejak pendapat tersebut, sekitar 91 persen responden mendukung 
penegakan syariah Islam. Yang perlu digarisbawahi adalah 
perjuangan KPPSI dalam menegakkan syariah Islam, tidak 
memberi batasan yang jelas tentangdefinisi syariah Islam yang 
akan diberlakukan. Keragaman interpretasi tentang syariah Islam 
ini adalah masalah serius yang harus dihadapi, sehingga 
organisasi WI menempuh jalan dengan rutin melakukan ta’lim dan 
tarbiyah sebagai upaya memberi pemahaman mengenai syariah 
Islam kepada anggota dan masyarakat Islam lainnya melalui 
dakwah kultural. 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
a. Peran politik Wahdah Islamiyah sebagai Kelompok Kepentingan 
Wahdah Islamiyah merupakan Kelompok Kepentingan 
Assosiasional atau associational interest group adalah merupakan 
kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi yang formal. 
Kelompok kepentingan ini didalam memperoleh pendukung-
pendukungnya juga melalui prosedur-prosedur yang formal. Demikian 
pula halnya untuk memilih atau menyeleksi siapakah yang akan 
dijadikan pimpinan, dan untuk merumuskan kebijaksanaan-
kebiajaksanan kelompok harus melalui prosedur-prosedur yang teratur 
yang kadang-kadang cukup berbelit-belit. 
Kelompok Kepentingan Assosiasional antara lain meliputi serikat-
serikat buruh, serikat-serikat dagang, perkumpulan-perkumpulan para 
pengusaha. Kelompok kepentingan tipe ini secara khas menyatakan 
atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang 
tertentu; demikian pula kelompok kepentingan tipe ini telah memiliki 
tenaga-tenaga yang sudah profesional di bidangnya. 
Pada umumnya Kelompok Kepentingan Assosiasional muncul 
atau terdapat pada masyarakat atau negara yang telah maju, dan 
biasanya merupakan masyarakat atau negara industri. 
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Pada masyarakat yang memiliki paham demokrasi, keanggotaan 
dari Kelompok Kepentingan Assosiasional ini berjalan dengan 
sukarela. Kelompok-kelompok kepntingan sukarela diatur secara 
sedemikian rupa dan semakin lama akan menjadi semakin 
berkembang meluas karena individu-individu yang memiliki 
kepentingan-kepentingan yang serupa dengan kepentingan-
kepentingan kelompok tersebut akan ikut menggabungkan dirinya. 
Kemudian mereka mengadakan kerja sama untuk merumuskan dan 
mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. 
Kelompok Kepentingan Assosiasional ini juga dapat dikemukakan 
pada masyarakat atau negara yang menganut paham otokratis. 
Kelompok-kelompok kepentingan yang terdapat pada masyarakat atau 
negara yang menganut faham otokratis akan diatur dan dikontrol dengan 
ketat oleh pemerintah. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut harus 
mengabdi dan membantu sebagai alat pemerintah untuk mengatur 
orang-orangnya/anggota-anggotanya, dan menggerakkannya untuk 
melaksanakan tugas-tugas pemerintah. 
Wahdah Islamiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang 
bertangungjawab terhadap peroses perubahan masyarakat dan karena 
itu Wahdah Islamiyah harus menempatkan diri sebagai motor penggerak 
perubahan sekaligus sebagai pelayan ummat. Sebagai pelayan ummat, 
Wahdah Islamiyah harus memahami dinamika ummat dan kepuasan 
obyek dakwah. Dengan kata lain, Wahdah Islamiyah bertanggungjawab 
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atas terwujudnya proses dakwah yang berkualitas dan melahirkan modal 
sosial. 
Modal sosial merupakan kemampuan masyarakat untuk 
bekerjasama demi mencapai tujuan bersama. Kemampuan bekerjasama 
muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau di 
bagian paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan 
(menjadi kebiasaan) dalam kelompok yang paling kecil ataupun 
kelompok masyarakat yang paling besar seperti negara. Modal sosial 
menekankan pada modal yang dimiliki oleh masyarakat sebagai hasil 
dari hubungan-hubungan sosial yang terjalin antar individu dalam 
masyarakat. 
Di Sulawesi Selatan menjelang pemilihan kepala daerah yang 
berlangsung pada tahun 2013, keretakan hubungan antar elit politik 
akibat pilihan politik yang berbeda, telah melegitimasi kekhawatiran 
sebagian umat Islam bahwa ukhuwah Islamiyah antar sesama muslim 
sangat rapuh, seringkali ukhuwah berlangsung hanya karena ikatan-
ikatan kepentingan dan pamrih kekuasaan. 
Penegasan Wahdah mengenai pentingnya ukhuwah Islamiyah 
sebenarnya memperlihatkan kepedulian organisasi ini pada kenyataan 
konkret tentang rapuhnya relasi-relasi kejujuran dan ketulusan yang 
secara nyata dan faktual nyata dalam kehidupan kita sehar-hari. 
Kerapuhan ukhuwah seringkali termanifestasikan secara konkret, ketika 
ada hajatan politik dan tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, 
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kepada siapa yang menghalangi tercapainya tujuan itu, akan dinafikan 
atau diabaikan – bila perlu “diputus” hubungan silaturrahim. 
Penguatan simpul-simpul kejujuran dan ketulusan dalam relasi 
sosial menjadi penting dalam doktrin ideologi Wahdah, dimensi politik 
terpenting yang dikembangkan wahdah. Umat Islam hanya mungkin 
dapat bangkit dengan adanya relasi mutualisme positif antar sesama 
Islam, kendati relasi-relasi kemanusiaan dengan berbagai pihak yang 
lain patut kiranya dipertimbangkan untuk menciptakan suatu peradaban 
yang unggul bagi Indonesia. Ukhuwah antar sesama muslim dan 
ukhuwah kemanusiaan menjadi penting peranannya dalam pembentukan 
peradaban yang khairah ummah.7 
Pada saat Muktamar Wahdah Islamiyah Salah satu agenda besar 
yang terungkap adalah keinginan gerakan ini untuk menjadi organisasi 
sosial kemasyarakatan Islam yang bersifat nasional sebagaimana ormas 
Islam lainnya.  
Wahdah Islamiyah juga “memboyong” isu moralitas dan kejujuran. 
Isu ini memperoleh perhatian yang signifikan dari para peserta 
Muktamar, bagaimanapun persoalan moralitas dan kejujuran pribadi para 
elit dan warga masyarakat telah menjadi “momok” yang menakutkan, 
sebab elit - elit berkuasa tidak lagi memperhatikan rambu-rambu 
moralitas dalam menjalankan aksi-aksi politik dan bahkan para penguasa 
dalam mengambil kebijakan terkadang mengabaikan aspirasi politik 
                                                 
7
Ahmad Syafii Maarif, “Politik Dalam Perspektif Islam,” dalam Ulumul Quran (Jakarta: LSAF, 
1993), h. 3 
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rakyat. Fenomena sosial ini harus direspons oleh Wahdah Islamiyah dan 
menjadi poin yang diputuskan dalam Muktamar. 
Isu tentang ekonomi umat, pendidikan, kesehatan dan 
pemberdayaan menjadi domain yang banyak dibahas oleh elit-elit 
Wahdah Islamiyah . Apabila melihat kiprahnya selama ini, Wahdah 
Islamiyah telah menunjukkan pemihakannya pada penguatan peran-
perannya pada bidang-bidang tersebut. Wahdah Islamiyah dapat 
dipandang sebagai ormas yang merepresentasikan politik umat untuk 
pembebasan manusia dari ketidak-berdayaan secara akidah, ekonomi, 
politik, dan lain sebagainya. Politik representasi Wahdah Islamiyah harus 
menyentuh segala aspek yang terjadi dalam masyarakat.   
Menurut Anwar, Ketua Departemen Informasi dan 
Telekomunikasi menilai gerakan dakwah Wahdah Islamiyah ini sama 
halnya dengan politik dalam Islam. 
Penulis menganggap bahwa gerakan dakwah Wahdah 
Islamiyah sama halnya dengan politik dalam Islam. Tentu orientasinya 
politik, bukan pragmatis dan jangka pendek. Dimana Wahdah Islamiyah  
ingin tatanan perbaikan hidup berbangsa dan bernegara untuk jangka 
panjang. Maka yang dilakukan pada kegiatan Muktamar bertujuan untuk 
mencapai masa depan, mencapai sebuah tatanan negara madani, 
berperadaban dan berpengetahuan. 
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Sesuatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia 
hidup berdampingan, bahkan berkelompok kelompok dan sering 
mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi karena 
adanya kebutuhan hidupnya yang tak mungkin dapat terpenuhi sendiri, 
kebutuan hidup manusia bermacam macam, pemenuhan kebutuhan hidup 
tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. 
Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhan dengan baik. Kalau dua 
orang ingin memenuhi kebutuhan hidup yang sama dengan hanya I objek 
kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah  bentrok dapat 
terjadi. Suatu bentrok akan juga terjadi juga dalam suatu hubungan antar 
manusia satu dan manusia yang lain ada yang tidak memenuhi kewajiban. 
Menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam 
situasi kebersamaan maupun dalam situasi social diperlukan ketentuan-
ketentuan. Ketentuan itu untuk membatasi kebebasan tingkah laku itu. 
Ketentuan-ketentuan yang dilakukan adalah ketentuan yang timbul dari 
dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan 
hukum, jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan hidup manusia yang 
timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal ini berdasarka dari kesadaran 
hidup manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial, gejala sosial itu 
merupakan hasil dari pengukuran baik dalam tingkah laku manusia dalam 
pergaulan hidupnya. 
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Wahdah Islamiyah tidak akan pernah menjadi partai politik. 
Karena Wahdah Islamiyahingin konsisten dalam dakwah dan pendidikan. 
Mereka beranggapan bahwa dengan cara demikian juga sudah termasuk 
politikdan lebih nyata dibanding berparpol. Wahdah Islamiyah senantiasa 
mengajarkan cara berpolitik (pendidikan) yang baik bagi kader mereka 
serta bagaimana mereka juga menggunakan hak politik sebagai warga 
negara sebaik-baiknya. 
Pada dasarnya, organisasi Wahdah Islamiyah tidak terlalu fokus 
pada aspek politik, sebab tidak ada departemen khusus yang menangani 
aspek politik. Namun demikian, organisasi ini masih berpartisipasi dalam 
pemilihan kepala daerah 2013 yang lalu. Tampaknya, anggota organisasi 
Wahdah Islamiyah mengarahkan suara mereka ke partai politik tertentu, 
misalnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, menurut Imaduddin 
Guhung Anggota Wahdah Islamiyah bahwa secara institusi, organissi 
Wahdah Islamiyah tidak berafiliasi dengan partai tertentu, tetapi 
diserahkan sepenuhnya kepada pilihan anggota. 
“Kami di wahdah Islamiyah tidak bekerjasama dengan partai 
politik, kalaupun kami mengusung caleg dari salah satu partai 
politik kami harus melalui sidang majelis dalam menentukan 
calon tersebut”8 
 Secara politis organisasi Wahdah Islamiyah menyikapi eksistensi 
banyaknya partai Islam di Indonesia sebagai salah satu bentuk implikasi 
dari interpretasi politik yang masih beragam, khususnya penjabaran 
                                                 
8Hasil Wawancara  Imaduddin Guhung Anggota Wahdah Islamiyah, Kecamatan Mattiro Sompe 
Pinrang, 13 Oktober 2016 
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teoritis keilmuan, metodologi penerapan, hingga motif politik. Dalam 
lingkungan organisasi Wahdah Islamiyah, hal ini menjadi poin penting 
untuk dibahas dalam mengapresiasi kecenderungan partai-partai yang 
bernuansa Islam. Inilah dasar mengapa organisasi Wahdah Islamiyah 
menggelar Sidang Majelis Organisasi (SMO).9 
Pada rapat-rapat organisasi, Wahdah Islamiyah menggelarnya 
dalam SMO. Salah satu aspek yang sangat penting dalam bidang politik 
adalah Sidang Majelis Organisasi yang diselenggarakan pada bulan 
Februari 2013 yang memutuskan bahwa seluruh anggota, pengurus dan 
simpatisan organisasi Wahdah Islamiyah harus terlibat dalam Pemilihan 
Umum. Mereka harus memilih partai politik, para calon legeslatif dan 
presiden agar mereka dapat memberi kontribusi terhadap Islam dan 
kepentingan umat Islam di Indonesia. 
Pertemuan tersebut juga memutuskan untuk menyeru kepada 
masyarakat Islam agar mereka tidak terpancing kepada orang yang ingin 
membatalkan pilkada 2013.  Dari uraian di atas sangat jelas bahwa 
organisasi Wahdah Islamiyah cukup peduli dengan persoalan 
kebangsaan dengan ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. 
Salah satu cara untuk mewujudkan tersebut dengan melakukan 
pendidikan usia dini dan membentuk beberapa 16 departemen 
diantaranya departemen pendidikan dan dari departemen inilah mereka 
                                                 
9Syarifuddin Jurdi; (Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas Islam di Era Transisi, 
Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2007, Hlm: 46-48) 
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mulai mengajarkan dan mewujudkan dakwah Yang berkualitas dan 
modal sosial.  Sesuai dengan Visi dan Misi organisasi.  
Untuk mencapai tujuan tersebut Wahdah Islamiyah melakukan 
beberapa kegiatan dianatara lain: 
1. Sosialisasi  
Sosialisasi merupakan suatu proses memperoleh kepercayaan, 
sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaannyauntuk memungkinkan 
partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial, ketika kita bisa 
menyesuaikan diri dengan masyarakat kita sudah  bisa menjadi bagian 
dari mereka. 
“mereka yang sudah menyelesaikan tarbiah turun langsung ke 
masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mau bergabung 
dengan kelompok mengaji (Dirosa). Nah dari kelompok mengaji 
inilah, kami tanamkan kepercayaan masyarakat terhadap 
organisasi wahdah islamiyah”.10 
 
Penulis melihat bahwah Wahdah Islamiyah menjadikan sosialisasi 
sebagai langkah awal dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat 
baru atau lingkungan baru yang akan di tempatinya untuk melakukan 
Dakwah. Karena tanpa melakukan sosialisasi maka banyak pandangan 
negatif akan muncul di pikiran masyarakat setempat. 
Sosialisasi menjadi bagian penting dalam pengenalan diri bagi 
calon pemimpin dan Wahdah Islamiyah yang memiliki kualitas besar 
dalam menyebarkan informasi si calon karena Wahdah Islamiyah yang 
                                                 
10 Hasil Wawancara Hj. Hayati ,15 oktober 2016 
66 
 
memiliki anggota kader yang tersebar diseluruh kabupaten pinrang dan 
dapat tersebar dengan cepat. 
 “jika salah satu dari kader kami yang ingin maju di bidang politik 
atau mencalongkan maka kami memberikan dukungkan penuh 
kepadanya dan jika tidak ada salah satu dari kader kami yang 
menjadi calon maka para petinggi Wahdah Islamiyah yang 
disebut dewan Syar’I membuat rapat tentang siapa yang akan 
didukung dalam pemilih yang mendatang”11 
 
 Hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa Wahdah Islamiyah 
meskipun tidak begitu tertarik dengan politik tapi mereka sadar akan 
pentingnya politik dalam kemajuan suatu daerah dan tidak membatasi 
akan kadernya untuk tidak maju dibidang politik malahan mendukung 
dan membantu kadernya dalam mencapai tujuannya, sedangkan jika 
tidak ada kader yang menjadi calon dalam pemilihan maka dewan Syar’I 
membuat sebuah rapat tentang siapa yang akan didukung dalam 
pemilihan seperti PILKADA terakhir mereka menentukan Pilihan kepada 
Pada Andi Aslam dan pasanganya.  
Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat bagi anggota 
masyarakat serta mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat. 
Pada era modern saat ini, memberikan dampak positif dan 
negatif. Dampak negatif yang terlihat adalah nilai agama 
termarginalkan dengan paham sekulerisasi (pemisahan agama dalam 
kehidupan manusia) yang berujung pada kemunduran moral. Dengan 
                                                 
11 Hasil Wawancara Kholid Jamaluddin Kader Wahdah Islamiyah ,16 oktober 2016 
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adanya fenomena ini, Wahdah Islamiyah sebagai salah satu organisasi 
agama berupaya untuk mengembalikan nilai agama ke tengah 
masyarakat. Dalam perkembangan dakwahnya, Wahdah Islamiyah 
tidak serta merta diterima di masyarakat, ada kendala sosial budaya, 
politis yang senantiasa menghambat dan mengancam eksistensi 
dakwah, akan tetapi melihat kondisi ini, Wahdah Islamiyah mengalami 
perkembangan yang pesat sebagai ormas Islam yang muncul di luar 
Jawa, bahkan bisa bersaing dengan ormas lainnya di Indonesia. 
Eksistensi ini sangat didukung dengan kekuatan internal dalam wujud 
Strategi Komunakasi Dakwah, Jaringan komunikasi Dakwah, dan 
Dinamika Kelompok. 
Dakwah Islam adalah sebuah ikhtiar umat Islam dalam 
mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, jamaah dan 
masyarakat dalam segi kehidupan sampai terwujud khairul ummah. 
Khairul ummah adalah tata sosial yang umumnya bertauhid, 
menegakkan tata sosial yang adil dan senantiasa berusaha mencegah 
yang mungkar. Dalam khairu ummah intinya adalah menyampaikan yang 
ma’ruf dan mencegah yang mungkar, artinya menegakkan keadilan 
merupakan imperatif moril fitri yang terdalam sekaligus merupakan 
refleksi tauhid. Dalam perspektif seperti itu,maka tegaknya tata sosial 
politik yang adil dalam ridha Allah merupakan komitmen semua Muslim 
karena dakwah diwajibkan kepada semua umat Islam. 
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Masalahnya adalah bahwa dakwah Islam dilaksanakan dalam 
situasi sosio kultural tertentu bukan dalam masyarakat nihil budaya. 
Masyarakat yang secara bertahap berkembang dan berubah mulai dari 
primitif hingga era informasi. Era informasi sekarang ini, terdapat banyak 
problematika dakwah sebagai bias dari kemajuan Iptek yang mewarnai 
pembangunan dengan fenomena transformasi sosio kultural. Disadari 
bahwa kemajuan Iptek sebagai kelanjutan dari revolusi industri memang 
telah banyak memberikan kemudahan dan kenyamanan manusia, 
namun di sisi lain manusia semakin tidak tentram dan tidak ada 
kedamaian dalam kehidupannya akibat perasan cemas dari dampak 
negatif yang ditimbulkannya. Selain itu, terjadi pergeseran nilai, 
dekadensi dekadensi moral, bahkan krisis spritual yang cenderung 
melahirkan generasi yang hedonistik. 
Menghadapi permasalahan umat tersebut, organisasi Wahdah 
Islamiyah memiliki departemen informasi dan komunikasi yang berperan 
memperluas dakwah Islamiyah melalui media massa dan diharapkan 
mampu menjadi penyeimbang, penyaring dan pemberi arah hidup umat 
khususnya di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Departemen ini telah 
memiliki hampir seluruh jenis media massa, mulai dari media massa, 
media cetak, elektronik, hingga internet. 
1. Pendekatan / Penguatan hubungan   
Setelah terbentuknya kelompok menganji (Dirosa) dengan terus 
berkembangnya kemampuan dari anak didik atau peserta didik maka 
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mereka menlajatkan ketahap yang selanjutnya yaitu  pendidikan 
(Tarbiyah)yang merupakan satu model pendidikan yang disebut dengan 
pendidikan halaqah. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan jumlah 
halaqah yang ada, dimana pada saat ini Wahdah Islamiyah Pinrang 
menangani 70 kelompok halaqah yang terdiri dari 52 halaqah perempuan 
dan 18 halaqah laki-laki dengan jumlah peserta didik 741 orang. 741 
orang yang sudah memiliki halaqah tarbiyah ini disebut kader, dalam 
Wahdah Islamiyah yang dianggap sudah mengetahui dan mampu 
mengamalkan nilai-nilai islam yang digali tujuan dari tarbiyah dengan 
kualifikasi Mu’min,Mushlih,Mujahid,Muta’awin dan Mutqin ( 5 M ) sesuai 
dengan tingkatan kelompok tarbiyahnya.  
Tarbiyah Islamiyah adalah satu sistem pembinaan ke Islaman 
yang syamil, terpadu dan berkesinambungan yang bertujuan membentuk 
pribadi muslim yang memiliki sifat-sifat yang unik (Al Mutamayyizah) 
yaitu: Mu’min,Mushlih,Mujahid,Muta’awin dan Mutqin ( 5 M ). Penjelasan 
5 M adalah sebagai berikut : 
a) Mu’min yaitu Pribadi muslim dengan karakter paham islam 
dengan manhaj yang shahih, beriman dan bertauhid (terbebas 
dari kufur dan syirik), komitmen pada syariat islam, tekun 
beribadah sesuai sunnah (memiliki ruhiyah yang hidup), 
memiliki akhlak yang terpuji, mengamalkan adab-adab islami 
b) Mushlih yaitu pribadi muslim yang bisa menjadi dai/murobbi, 
mampu menjadi agen perubah (min anashir at taghyir) di 
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wilayahnya (tempat tinggal dan pekerjaannya) dan mampu 
menyelesaikan problema-problema masyarakatnya. 
c) Mujahid yaitu pribadi muslim yang memiliki kesadaran untuk 
berjuang, bersungguh-sungguh (maksimal)Sabar menghadapi 
kendala-kendala/tantangan perjuangan dan rela berkorban. 
d) Muta’awin yaitu pribadi muslim yang mampu Iltizam 
(komitmen) dengan jama’ah (terikat dan terlibat)Memiliki 
kesadaran berjuang dengan berjamaah (bertandzim)Siap 
memimpin dan dipimpinMudah ta’awun dengan sesama 
pejuang dan tidak mudah konflik. 
e) Mutqin (Profesional) yaitu pribadi muslim berjuang dengan 
memberikan dan menyalurkan potensi dan keahlian (kafa-ah) 
yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, tekun, teliti, 
cermat, amanah dan tuntas dalam bekerja dan mengetahui 
betul pos perjuangannya. 
Untuk mempererat hubungan antara kader Wahdah Islamiyah 
maka dalam proses pendidikan( tarbiyah). 
Tarbiyah dalam pandangan Wahdah Islamiyah merupakan 
aktivitas pembinaan yang lebih khusus terhadap pribadi-pribadi Muslim 
dalam berbagai aspeknya. Jadi tarbiyah menekankan kepada semua 
aspek dari pesertanya. Secara spesifik, tarbiyah mengarahkan orang-
orang yang menginginkan interaksi lebih jauh ke dalam Islam. Orang-
orang inilah yang dibina secara intensif agar mereka dapat 
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melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara terarah, sehingga mampu 
mengembangkan amanah yang diembankan kepadanya demi 
kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Aktifitas tarbiyah ini 
ditujukan kepada masyarakat umum untuk membentuk pikiran, wawasan 
dan kebangsaan kepada Islam. 
Setelah melewati proses pendidikan ( tarbiyah ) maka sudah terjalin 
hubungan antara para kader sehingga dapat bekerjasama dalam 
melaksanakan kegiatan – kegiatan yang menjadi program kerja dari 
Wahdah Islamiyah. 
“proses pendidikan ( Tarbiyah ) bertujuan membentuk karakteristik 
kader dalam kehidupan sehari -  hari selain itu ketika telah 
menyelesaikan proses ini maka dia sudah menjadi bagian dari 
kami dan menjadi saudara perjuangan kami”12. 
 
Penulis melihat proses Tarbiyah merupakan proses penting dalam 
membentuk karakter kader baru agar dapat membaur dengan kader lain 
dan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan kegiatanyang 
diamanahkan kepada semua kader. 
Wahdah Islamiyah ini diperantarai oleh salah satu Departemen 
yang dimiliki oleh Wahdah Islamiyah yakni Departemen Sosial.  
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa seluruh aktivitas yang 
diselenggarakan oleh organisasi Wahdah Islamiyah diorientasikan 
kepada kegiatan sosial dan dakwah, bahkan organisasi ini memiliki suatu 
departemen tersendiri untuk menangani masalah-masalah sosial. 
Lembaga sosial ini memiliki beberapa program yang langsung 
                                                 
12 Kutipan Tesis Muktar 
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menyentuh sendi-sendi kehidupan sosial di Kabupaten Pinrang Sulawesi 
Selatan. Seperti: 
1. program tim penanggulangan musibah. 
Program ini diorientasikan untuk membantu masyarakat yang 
mengalami musibah, baik yang meninggal dunia maupun yang hanya 
mengalami kecelakaan. Dalam rangka membantu masyarakat yang 
mengalami musibah, team penanggulangan berupaya 
mengumpulkan dana bantuan melalui pengedaran kotak amal di 
berbagai majelis taklim dalam setiap aktivitasnya, tim 
penanggulangan juga bekerja sama dengan Calon dari partai yang di 
usung. 
2. Program DANKES (Dana Bantuan Kesehatan). 
 Program Dankes adalah upaya menghimpun dana dari umat 
Islam, yang selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kesehatan 
umat Islam itu sendiri. Penyelenggaraan program Dankes didasarkan 
atas prinsip keikhlasan dan tolong menolong untuk meningkatkan 
taraf kesehatan umat Islam. Menurut Akbar Selle Anggota 
Departemen Sosial pengelolaan Dankes berada dalam tanggung 
jawab Departemen Sosial organisasi Wahdah Islamiyah. 
3. Program sumbangan beras dan sembako.  
Dengan melihat dinamika kehidupan dewasa ini, kehidupan 
ekonomi umat tidak merata, ada yang hidup dalam kondisi 
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berlebihan, sementara ada yang berkekurangan. Program beras dan 
sembako yang laksanakan oleh organisasi Wahdah Islamiyah 
berupaya untuk menggalang dana umat yang berlebih untuk 
disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, dan 
korban bencana alam. Melalui program ini, banyak kaum Muslimin 
yang menyalurkan kelebihan sembako dan beras secara rutin setiap 
bulan yang berasal dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten 
Pinrang. 
4. Program sumbangan Baju Bekas berkualitas. 
Departemen Sosial organisasi Wahdah Islamiyah sudah lama 
menyelenggarakan program sumbangan baju bekas. Pengelolaan 
sumbangan baju bekas ini mengumpulkan baju bekas yang masih 
layak pakai. Baju bekas dapat disumbangkan oleh masyarakat 
dengan cara menghubungi telepon atau diantar langsung ke 
sekretarian Departemen Sosial di kantor pusat organisasi Wahdah 
Islamiyah. Pengurus Departemen Sosial menyalurkan sumbangan 
baju bekas kepada fakir miskin, anak yatim piatu, anak terlantar, dan 
Koran bencana alam. 
5. Program Donor Darah 
Departemen Sosial organisasi Wahdah Islamiyah 
menyelenggarakan program donor darah sebagai program bulanan, 
dimana kegiatan lainnya yaitu pemeriksaam kesehatan masyarakat 
sekitar. 
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Dari uraian di atas, jelas bahwa organisasi Wahdah Islamiyah 
sangat concern terhadap problematika sosial dengan cara melaksanakan 
kegiatan-kegiatan sosial guna meringankan beban umat Islam yang 
kurang mampu. Selain upaya kerjasama dengan umat Islam dan pihak-
pihak lainnya dalam mengantisipasi persoalan umat, organisasi Wahdah 
Islamiyah juga bekerjasama dengan pihak pemerintah dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat Islam. 
3. Pemberdayan Masyarakat (Rekruitmen Kader) 
 Pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan 
masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian 
berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. 
Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh 
masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan 
sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 
pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan 
daya/kemampuan yang dimiliki. 
Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, 
konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat 
fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan 
berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang 
dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi 
konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan 
diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan 
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masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki 
oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai 
keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik 
merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai 
upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas 
pembangunan. 
“kami membantu masyarakat sekitar dengan kemampuan yang 
kami miliki. Seperti, kami memiliki anggota yang ahli dibidang 
kesehatan kalau ada anggota / masyarakat yang sakit maka 
kami bisa membantu mengobatinya. Atau ada yang kelebihan 
financial maka kami bisa membantu meringankan biaya 
pengobatan ”13 
 
Penulis melihat setiap anggota Wahdah Islamiyah memiliki 
potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga, pemberdayaan adalah 
upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan 
motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 
untk mengembangkannya. 
Agenda pemberdayaan merupakan keniscayaan bagi gerakan 
sosial keagamaan termasuk Wahdah Islamiyah, hanya dengan 
pemberdayaan, otonomi masyarakat dapat diciptakan, masyarakat yang 
otonom adalah masyarakat yang melek politik, sosial, ekonomi dan 
keagamaan. Karena itu, Wahdah harus mengambil peran dalam proyek 
pemberdayaan, penyadaran dan pencerahan, terutama segmen 
                                                 
13 Hasil Wawancara Andi Asri Sekertaris Camat Mattiro Sompe, 17 ktober 2016 
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masyarakat yang menjadi basis utama kekuatan Wahdah saat ini adalah 
generasi muda dan mahasiswa. 
Perhatian Wahdah Islamiyah pada bidang sosial yang berorientasi 
pada pembinaan moral dan kesadaran umat dan generasi muda akan 
menjadi investasi bagi masa depan Wahdah. Para founding fathers 
dahulu telah memberikan perhatian pada generasi muda, bahkan ada 
ucapan yang sangat meyakinkan mengenai posisi kaum muda dari 
pendiri bangsa ini, katanya “berikan kepadaku sepuluh generasi muda, 
maka aku akan merubah dunia”, tentu saja ini menarik dipertimbangkan 
dalam merekonstruksi peradaban masyarakat. 
Perhatian Wahdah pada generasi muda dan mahasiswa menurut 
penulis sudah menjadi modal sosial yang besar bagi pengembangan 
gerakan ini di masa depan. Kegiatan tarbiyah yang dilakukan Wahdah di 
beberapa daerah baik di sekitar Sulawesi Selatan maupun diluar 
Sulawesi Selatan telah memberi kesan kuat bahwa gerakan ini memiliki 
perhatian pada penguatan akidah, akhlak atau moral dan kejujuran 
generasi muda.  
Mahasiwa dan generasi muda yang kini menjadi segmen terbesar 
kader Wahdah tentu memiliki napas yang panjang, gerakan ini bukan 
gerakan “musiman” yang muncul dan setelah itu mengalami kematian, 
seperti yang lazim terjadi di negara-negara otoriter. Setelah keruntuhan 
rezim otoriter, muncul dan menjamur gerakan-gerakan sosial 
keagamamaan, tapi napasnya sangat pendek. Namun Wahdah 
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Islamiyah bukanlah tipologi gerakan Islam yang tiba-tiba muncul dan 
kemudian tenggelam, karena tidak memiliki napas untuk hidup. 
Pembinaan kader dan umat yang dilakukan Wahdah Islamiyah, 
tidak seluruhnya berlangsung mulus, tentu ada tarik-ulur di berbagai 
daerah, Wahdah Islamiyah pada satu sisi menerapkan gerakan 
pembersihan/penyucian Islam secara total dengan mengajak kembali 
pada doktrin Islam periode awal, sementara masyarakat yang menjadi 
obyek dakwah mencampurkan dengan nilai-nilai magis yang sudah 
menjadi warisan budaya animisme dan dinamisme masa lalu. Tantangan 
itu harus direspons dengan jiwa besar oleh para elit Wahdah Islamiyah 
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat pedesaan atau pelosok, 
tanpa jiwa besar, cita-cita mengembangkan wahdah akan berakhir. 
Mahasiswa Islam adalah mahasiswa yang hati dan jiwanya bersih, 
sementara hati dan jiwa yang kotor disebabkan oleh ketidak murnian 
aqidah dan tauhid yang dimilikinya. Amanah dan kejujuran merupakan 
dari tauhid yang benar. Istilah amanah dan kejujuran menjadi tema kajian 
menarik dalam kehidupan politik bangsa, sejumlah individu yang 
memperoleh kedudukan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dahulu 
merupakan sosok Mahasiswa yang idealis, menuntut penyelenggara 
negara berlaku jujur dan amanah, berbuat adil dan memperhatikan nasib 
rakyat, tetapi setelah mereka memperoleh kekuasaan mereka jauh lebih 
berbahaya dari para pejabat yang mereka kritik, hujat, dan caci-maki 
ketika mereka masih Mahasiswa. 
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Penanaman nilai-nilai kejujuran dan sikap amanah dikalangan 
Mahasiswa yang akan menjadi pewaris kekuasaan sangat penting agar 
tidak berbuat yang sama dengan mereka yang kekuasaannya digunakan 
untuk memperkaya diri. Kata amanah seakar dengan kata iman. Ini 
berarti sikap amanah mempunyai korelasi erat dengan iman seseorang. 
Orang beriman pasti memiliki sifat amanah. Orang yang tidak amanah 
berarti tidak ada iman dalam dirinya, meski-pun lidahnya menyatakan 
beriman. 
Sistem kaderisasi dalam pembinaan di kalangan organisasi 
Wahdah Islamiyah dilakukan melalui training-training. Imaduddin 
Guhung, aktivis Wahdah Islamiyah, menjelaskan bahwa ada beberapa 
tingkatan training di organisasi Wahdah Islamiyah. 
 Pertama, pengenalan dasar-dasar ajaran Islam melalui 
marshalah yang diorientasikan untuk mengenal dasar-dasar 
ajaran Islam seperti rukun iman dan rukun Islam. Pilar ajaran 
Islam tersebut merupakan pola dasar untuk mengenal Islam 
secara komprehensif, sedangkan kader-kader Wahdah Islamiyah 
memiliki fondasi keimanan dan keislaman yang kuat.  
 Kedua, pengenalan ajaran Islam melalui ghasul fikr. Level 
ini mencoba membandingkan ajaran Islam sebagai ajaran terbaik 
dan mengenal kelemahan-kelemahan ideologi Barat dengan 
tema-tema pokok kajian seperti filsafat, budaya dan pendidikan. 
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Ketiga, pengenalan terhadap pola kepemimpinan nabi 
Muhammad. Melalui level ini, para kader diorientasikan untuk 
mengenal dan menjadikan prototype pola dan karakteristik 
kepemimpinan Nabi Muhammad. 
Pemberdayaan anggota Wahdah Islamiyah yaitu dimana para 
kader saling membantu dengan keahlian dan kelebihan yang dimiliki 
seperti kader yang memiliki keahlian dibidang kesehatan maka dia 
membantu dalam hal pengobatan atau yang bersifat medis, bagi yang 
memiliki kelebihan dalam financial maka dia membantu dengan 
meringankan biaya pengobatannya. 
 Selain dari membantu dalam kehidupan sehari – hari kader 
Wahdah Islamiya juga ikut serta dalam membantu kader lain dalam hal 
politik. 
“jika salah satu dari kader kami yang ingin maju di bidang politik 
atau mencalonkan maka kami memberikan dukungkan penuh 
kepadanya dan jika tidak ada salah satu dari kader kami yang 
menjadi calon maka para petinggi Wahdah Islamiyah yang 
disebut dewan Syar’I membuat rapat tentang siapa yang akan 
didukung dalam pemilih yang mendatang”14 
 
 Hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa Wahdah Islamiyah 
meskipun tidak begitu tertarik dengan politik tapi mereka sadar akan 
pentingnya politik dalam kemajuan suatu daerah dan tidak membatasi 
akan kadernya untuk tidak maju dibidang politik malahan mendukung 
dan membantu kadernya dalam mencapai tujuannya,sedangkan jika 
tidak ada kader yang menjadi calon dalam pemilihan maka dewan Syar’I 
                                                 
14 Hasil Wawancara Kholid Jamaluddin Kader Wahdah Islamiyah. 15 Oktober 2017 
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membuat sebuah rapat tentang siapa yang akan didukung dalam 
pemilihan seperti PILKADA terakhir mereka menentukan Pilihan kepada 
Pada Andi Aslan dan pasanganya. 
 Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat bagi anggota 
masyarakat serta mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VI 
PENUTUP 
KESIMPULAN & SARAN 
A. Kesimpulan 
Wahdah Islamiyah Pinrang dikenal dan dekat dengan 
masyarakat dalam kaitannya pengembangan jumlah anggota 
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secara proaktif sebagai bagian penting dari strategi gerakan yang 
bersifat ekspansif, dilakukan melalui kegiatan sosial yang 
bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti penanggulangan 
musibah, penyelenggaraan jenazah, penanggulangan musibah dan 
bencana, donor darah, pengelolaan zakat fitrah dan kurban. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan secara intensif dan dikemas 
dengan profesional oleh tim yang sudah terbentuk sehingga 
perbedaan identitas, kultur, pikiran dan juga nilai dapat diminimalisir 
untuk memperluas jaringan dan peluang merekrut anggota yang 
berorientasi kuantitas lebih besar. Nilai agama sebagai ciri khas 
harus dipertahankan seiring dengan pertambahan jumlah anggota 
sehingga proses kaderisasi melalui tarbiyah tetap dijaga. 
 
1. Wahdah Islamiyah dalam fungsi dan Perannya sebagai kelompok 
kepentingan Di Kecamatan Mattiro Sompe kabupaten Pinrang yaitu 
Sosialisai, Pendekatan Dan pemberdayaan atau rekruitmen kader. 
SosialisasiMampu menjadi penyeimbang, penyaring dan pemberi 
arah hidup umat khususnya Di kabupaten pinrang, Memberi tahu 
kepada masyarakat untuk berikhtiar dalam mewujudkan islam dan 
kehidupan pribadi keluaga dan masyarakat, Sosialisasi dalam 
bentuk dakwah menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat, serta 
hal ini mampu berperang penting dalam meningkatkan 
keikutsertaansecara aktif seluruh lapisan masyarakat, Pendekatan 
dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan calon dengan 
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cara tarbiyah dan Program sosial. Melahirkan kader yang mampu 
mengemban amanah sehingga sehingga di percaya masyarakat, 
Penghubung antara calon yang diusung dengan masyarakat, 
Pengembang aspirasi masyarakat, Membentuk pikiran, wawasan 
dan kebangsaan sehingga mampu bekerja sama dalam 
melaksanakan kegiatan – kegiatan yang menjadi, Wahdah 
islamiyah mampu menanamkan kepercayan kepada masyarakat, 
Dari kepercaayan inilah wahdah memperkenalkan calon yang 
diusung kepada masyarakat,Melalui program sosial, wahdah 
islamiyah berperang sebagai penampung aspirasi masyarakat ke 
calon. Pemberdayaan atau rekruitmen kader menjadi proses 
Penguatan akidah, akhlak atau moral dan kejujuran generasi muda, 
Kader dapat bekerjasama dan saling membantu , misalnya:kader 
yang ahli dalam kesehatan mereka dapat membatu kader lain atau 
masyarakat  dalam bidang kesehatan , begitu jugab dengan bidang 
– bidang lain, meningkatkan keikut sertaan secara aktif seluruh 
lapisan masyarakat dalam Pilkada 
B. Saran 
1. Dalam proses mempengaruhi Pilkada Wahdah Islamiyah harus 
memperhatikan kepentingan masyarakat dalam menentukan calon 
yang akan diusung oleh wahdah islamiya sendiri serta dalam 
mengaruhi perilaku masyarakat untuk mengikuti pilihan politik 
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Wahdah Islamiyah mereka harus melakukannya secara jujur dan 
tidak melanggar aturan- aturan dlam pilkada 
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